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I(ATA PEIITGAflTAR

Puji syukur kepada Tiratana, Tuhan Yang Maha Esa

berkat karunia-Nya Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha telah menyelesaikan pelaksanaan

program dan kegiatan tahun 2018. Pelaksanaan program

dan kegiatan di maksud dituangkan dalam Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah Direktorat Jendenal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2018.

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam pelaksanaan kebijakan,

program, dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018. Laporan ini berisi

informasitentang capaian target kinerja, realisasi anggaran dan kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan serta solusi tindak lanjut

penyelesaiannya.

Secara umum, target tahun 2018 dapat dicapai dengan kategori baik,

namun target tidak dapat dicapai sesuai dengan rencana karena terdapat

beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan

kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan kinerja Tahun

2018 serta mitra kerja terkait atas dukungan dan kerjasamanya, dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha Tahun 2018.

Kami berharap Iaporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk

peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Buddha.

Januari 2019
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IKTHISAR' EKSEHUTII.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

lengkap tentang capaian kineria yang disusun berdasarkan rencana kerja yang

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN).

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menyusun laporan kinerja

sebagai bentuk tanggungjawab serta perwujudan transparansi dan

akuntabititas dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas

dan fungsi serta penggunaan anggaran (APBN).

Selain itu, laporan kinerja merupakan wujud dari kinerja dalam

pencapaian visi dan misi sebagaimana dituangkan dalam tujuan dan sasaran

strategis yang mengacu pada Rencana strategis tahun 2015 - 2019 dan

Rencana Kerja tahun 2018.

Dalam rnencapai visi tersebut Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha yang mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang bimbingan masyarakat

Buddha selalu berusaha melaksanakannya secara transparan dan akuntabel,

serta berlandaskan keterbukaan.

Untuk mewutjudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha mempunyai 5 (lima) misi yaitu (1) meningkatkan kualitas

pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam membentuk mental

umat Buddha; (2) Meningkatkan kerukunan intem umat beragama Buddha

dalam memperteguh kebhinekaan; (3) Meningkatkan pelayanan kehidupan

beragama Buddha yang merata dan berkualitas; (4) Meningkatkan akses dan

mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang berkarakter; dan

{5} Meningkatkan kualitas tatiakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel

dan terpercaya.

Dalam mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha menetapkan I (ilelapan) tujuan yang akan dicapai dalam

kurun waktu tahun 2015 - 2019 yaitu: (1) Meningkatkan pemahaman dan

pengamalan ajaran agama Buddha dalam sikap dan kehidupan sehari-hari;

(2) Meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai kualitas
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kerukunan umat beragama; (3) Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan

beragama dan memberdayakan lembaga-lembaga social keagamaan

Buddha; (4) Meningkatl<an tatakelola pembangunan bidang agama; (5)

Meningkatkan akses pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha;

(6) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

Buddha; {7) Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidika dan

kependidikan agama dan pendidikan agama Buddha tingkat dasar dan

menengah; dan (8) Meningkatkan akses pendidikan tinggi agama Buddha

khususnya bagi masyarakat kurang mampu, serta meningkatkan kualitas,

relevansi dan daya saing pendidikan tinggi agama.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah pek

strategis berdasarkan sistern manajemen pengelolaan kinerja berbasis

balanced scorecard (BSC) yang terdiri dari empat perspektif yaitu

stakeholder, costumer, intemal proses dan learning and gruwth. Peta strategis

tersebut terdiri dari delapan saffirttn strategis, yaitu (1) Meningkatnya

pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Buddha, (2) Meningkatnya

kualitas pelayanan kehidupan beragama Buddha, (3) Meningkatnya akss
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan tingkar dasar dan menengah,

(4) Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

Buddha tingkat dasar dan menengah, (5) Meningkatnya kualitas tenaga

pendidik dan kependidikan agama dan keagamaan Buddha tingkat dasar dan

menengah, (6) Meningkatnya akses pendidikan tinggi agama Buddha, (7)

Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi agarna Buddha, dan (B)

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kpendidikan tinggi agama

Buddha.

Penilaian terhadap keberhasailan dan kegagalan pencapai sasaran

strategis diukurdengan indikator kinerja utama (lKU). Kualitas IKU didasarkan

pada kriteria SMART (spesific, measureable, agreeable, realistic, time

bounded). Tahun 2018 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

telah menetapkan lima IKU pada level eselon I yang merupakan komitmen

kinerja Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
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Rerata capaian kinerja organisasi Direktorta Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha tahun 2018 sebesar 92,62o/a lebih rendah dari capaian

kinerja organisasai tahun 2017 sebesar 93,40%.

Secara umum capaian kinerja pada indikator kinerja utama (lKU) tahun

z0ffi adalah:

1) lndeks keshalihan sosial dengan target 75o/o realisasi 58,43% dengan

capaian kinerja 83,47o/o

2) lndeks kerukunan umat beragama Buddha target 75,90% realisasi

70,90% dengan capaian kinerja 93,41a/o

3) Persentase Lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum

target 75o/o realisasiTo,T2o/o dengan capaian kinerja g4,zgo/o

4) lndeks layanan keagamaan Buddha target 75a/o realisasi 75,325o/o

dengan capaian kinerja 100,43%

5) Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi Buddha target 0,000

realisasi 0,0055 dengan capaian kinerja 91,60%

Dari capaian kinerja diatas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Buddha melaksanakan lima kegiatan besar yang didalamnya terdapat sub

kryiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada indikator kinerja utama.

Lima kegiatan besar tersebut adalah; 1. Pemngelolaan dan pembinaan

urusan agama Buddha, 2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya, 3. Pengelolaan dan pembinaan Pendidikan agama Buddh a, 4.

Penyelenggaraan administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Buddha, 5.

Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi Pendidikan tinggi

agama Buddha.

'F&dt"fi. .+n TI
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EENDAHULUAI{

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam
pelaksanaan program bimbingan masyarakat Buddha dituntut harus

dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan
prinsipprinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang

hersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good govermance yang tetcantum

dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 adalah azas akuntabiltas
yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas

tersebut diwujudkan salah satunya dengan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam melaksanakan

program dan kegiatan selama tiahun anggaran 2018, yaitu dalam rangka

ma*ujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Buddha dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan

kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja

tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan den Kinerja lnstiansi Pemerintah,

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan kinerja Direktorat Jender:al Bimbingan Masayarakat Buddha

disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 302 Tahun

2015 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik lndonesia

Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan

ffi
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Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian
Agama.

B. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN

MASYARAKAT BUDDHA

Dalam melaksanakan peran strategis Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nom or 42
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama,

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai tugas

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang

bimbingan Masyarakat Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai fungsi (a)

Perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama

dan keagamaan Buddha; (b) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di

bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;

(c) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan agama dan

keagamaan Buddha; (d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang urusan agama dan keagamaan Buddha; (e) Pelaksanaan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama dan

pendidikan agama dan keagamaan Buddha; (D Pelaksanaan administrasi

Direktor:at Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, dan (g) pelaksanaan

fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Buddha dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Direktur Jenderal dibantu oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur

Urusan dan Pendidikan agama Buddha. Untuk mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi di tingkat provinsi pelaksanaan tugas bimbingan

masyarakat Buddha dilaksanakan oleh Pembimas Buddha dan di tingkat

kab/kota oleh $eksi Bimas Buddha serta penyelenggara Buddha.
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G. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN

MASYARAKAT BUDDHA

agan struktur Direktor:at Jenderal Bimbingan Masarakat Buddha
sebagaimana terlihat pada gambar 1 .1 berikut:

BAGAN STRUKTUR OARGANISASI DITJEN BIMAS BUDDHA

Gambar 7.7 Bagon Struktur Ditjen Bimos Buddha

Sesuai dengan bagan struktur organisasi di atas, Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Buddha didukung oleh 231 pegawai dengan distribusi
pegawai pusat sebanyak 63 orang PNS dan 22 orang Pramubakti (Honorer)

untuk pegawai daerah sebanyak 146 orang terdiri dari 1Zg pNS dan,

Pramubakti (honorer) 17 orang, yang terdistribusi pada satuan kerja tingkat

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan jumlah pegawai sangat terbatas
tersebut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha harus tetap
penuh semangat dan optimis dalam melayani masyarakat Buddha baik dari

tingkat pusat, Provinsi maupun tingkat kabuapten/kota. ;
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Namun demikian Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

telah berupaya untuk mengajukan penambahan pegawai ke Sekretariat

Jenderal Kementerian Agama namun hingga saat ini belum dapat terealisasi.

Dengan komposisi pegawai yang demikian Direktorat Jenderal Birnbingan

Masyarakat Buddha senantiasa optimis mencapai visi dan misinya.

D. INDIKATOR K]NERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Sebagai bagaian

dari organisasi Kementerian Agama memiliki peran strategis di bidang

bimbingan masyarakat Buddha untuk membantu pemerintah dalam hal ini

Kementerian Agama dalam mewujudkan manusia lndonesia yang mampu

memahami dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-

hari, dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bemegara, menjaga persatuan

dan kesatuan bangsa, dan mengemhangkan sikap tenggang rasa serta

hormat menghomati antar umat beragama.

Untuk mejalankan peran str:ategis tersebut, Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Buddha telah menuangkan dalam sasarun strategis

yang dikukur dengan indikator kinerja utiama (lKU) seperti dalam tabel 1.1

Tabel L.l Sasaran strategis dan IKU

No Sasaran Strategis lndikator a Utama
1 Meningkatkan kualitas

kehidupan umat Buddha
1. lndeks keshalihan

Buddha
social umat beragama

2 Meningkatnya harmoni
dan kerukunan intem
beragama Buddha

social
umat

1 lndeks kerukunan umat beragama Buddha

3 Meningkatnya kualitas
pelayanan keagamaan Buddha

1. Persentase lembaga keagamaan Buddha yang
berbadan hukum

2. lndeks layanan keagamaan Buddha

4 Meningkatnya akses layanan
_pendidikan

1. APK pendidikan tinggi agama Buddha

*
4. 4t
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E. PROFIL SDM DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
BUDDHA

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha didukung oleh 231 orang pegawai struktural
terdiri dari pegawai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha pusat
sebanyak 85 orang atau (36,79a/o) dan 146 onang pegawai daerah atau
(63,21%) yang terdistribusi pada Kantor Kementerian Agama
provinsi/kabupaten/kota serta 46 (empat puluh enam) orang pegawai
fungsional tertentu (penyuluh agama Buddha).

Untuk regawai pusat dengan susunan eselon I sebanyak 1 orang,
eselon ll 2 orang, eselon lll 7 orang, dan eselon lV 18 orang serta 31 orang
jabatan fungsional umum dan 4 orang arsiparis. Untuk pegawai daerah terdiri
dari Pembimas Buddha sebanyak 33 orang, Seksi Bimas Buddha sebanyak
2 orang, Penyelenggara Buddha 37 orang, dan jabatan fungsional umum
sebanyak 57 orang dan 39 pegawai pr:amubakti (honorer). Dengan demikian,
komposisi dan jumlah SDM Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Buddha tahun 2018 tidak banyak berubah tetapi tetap dengan optimis
melaksanakan tugas dan fungsinya.

Cakupan wilayah binaan yang luas dengan kondisi dan jumlah
pegawai yang demikian serta terbatasnya tenaga pelayanan, Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha berusaha menempatkan pegawai
sesuai dengan tuntutan masyarakat dengan mengedepankan tenaga bidang
layanan yang proporsional. Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja tahun
201 I yang lebih efektif dan efisien, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Buddha telah menempatkan pegawai yang tepat dan sesuai dengan
kualifikasi dan kompetensi dibidangnya dengan tujuan untuk meningkatkan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

F. ISU $TRATEGIS, POTENSI DAN PERMASALAHAN UTAMA

lsu strategis, potensi dan permasalahan utama Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Buddha pada bidang agama dan pendidikan agama

Buddha adalah sebagai berikut:
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1- Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama
Buddha. Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan
peningkatan kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama
Buddha, antara lain:

a- Adanya warisan budaya nusantara yang sangat luhur yang merupakan
jati diri Bangsa lndonesia herupa kearifan lokal, budi pekerti yang
dilaksanakan masyarakat lndonesia yang masih tetap dijalankan oleh
masyarakat Buddha di lndonesia sampai dengan saat ini.

b. Penyuluh atau tenaga teknis keagamaan Buddha yang memiliki
potensi besar untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat yang

berhubungan dengan kebutuhan umat dalam urusan pelayanan

keagamaan Buddha (urusan kelahiran, perkawinan dan kematian)
serta dapat menyampaikan program pemerintah melalui Bahasa

agama;

Tingginya tingkat partisipasi umat Buddha dalam upaya peningkatan

kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan Buddha. Partisipasi
itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan keagamaan Buddha,

antara lain perayaan hari raya Keagamaan Buddha, puja bakti,
penghayatan dhamma, pelatihan meditasi, pendalaman kitab suci,

serta pelestarian budaya Buddhis.

Sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat upaya
peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Buddha, antara
lain:

a- Adanya kesenjangan antar:a nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran
agama Buddha dengan perilaku sehari-hari umat, dimana di satu sisi
berbagai kegiatan keagamaan tampak semarak dan dapat dijadikan
ukuran untuk menilai tingkat partisipasi dan semangat umat dalam
melaksanakan kegiatan keagamaan, tetapi di sisi yang lain tingkat perilaku

sosial yang menyimpang masih tetap terjadi, antiara lain ditandai dengan
masih adanya tindakan kriminalitias, kasus asusila, penipuan,

6
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b. Adanya potensi konflik sebagai akibat pemahaman sempit terhadap ajaran
agama dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan dan kerukunan
intem umat Buddha. Gejala itu tampak dari berbagai aktifitas yang belum
dilaksanakan secara bersama-sama, lebih cenderung di dalam
kelompoknya sendiri sendiri ;

c. Terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik
yang bersifat lokal maupun transnasional sebagai dampak dari
keterbukaan di era globalisasi tetapi tidak diiringi dengan kedewasaan
masyarakat dalam beragama, sehingga tidak jarang muncul penafsiran

ajaran agama sesuai dengan kepentingan masing-masing;

d. Semakin banyaknya rohaniwan-rchaniwan asing yang datang ke tndonesia
yang membawa berbagai paham keagamaan Buddha serta
menyiarkannya kepada masyarakat Buddha.

2. Peningkatan Kualitas Kerukunan umat Beragama Buddha

Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan

kualitas Kerukunan Umat Beragama, antara lain:

a. Adanya peran tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda

Buddha yang dapat memberikan edukasi kepada umat Buddha terkait
dengan kerukunan;

b. Adanya jalinan kerjasama dengan berbagai lembaga keagamaan

Buddha dalam ikut memelihara dan meningkatkan kerukunan umat
beragama;

c. Adanya media edukasi kepada umat Buddha yang bersumber dari

Naskah Sastra, Sutra, Jataka yang berasal dari Tri Pitaka yang memuat
sesanti Bhinneka Tunggal lka pesan-pesan kerukunan;

d. Meningkatnya kualitas kerukunan yang tercermin dalam sikap dan
perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung

dalam ajaran agama Buddha dan berkembangnya wawasan
keagamaan yang moderat dan inklusif.

ffi
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Sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat
upaya peningkatan kualitas Kerukunan Umat Beragama, antara lain:

a. Masih adanya sikap fanatisme sempit terhadap tradisi atau mazhab
tertentu yang memandang tradisi atau mazhab lain tidak sesuai dengan

ajaran Buddha;

b. Adanya kecenderungan dari sebagian tokoh agama Buddha untuk

membentuk organisasi keagamaan Buddha yang sejenis;

c. Adanya klaim sepihak oleh umat Khonghucu atas Tempat lbadah Tri

Dharma (TITD) yang biasa disebut kelenteng yang merupakan salah satu

mazab agama Buddha;

d. Adanya upaya sistematis dan temrganisir dalam perekrutan urnat

Khonghucu terhadap umat beragama Buddha.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama Buddha

Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan

kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama, antara lain:

a. Adanya struktur Bimbingan Masyarakat Buddha yang memungkinkan
penyediaan pelayanan sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota

akan memudahkan umat Buddha untuk mendapatkan pelayanan

dibidang urusan agama Buddha dan pendidikan agama dan keagamaan

Buddha;

b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat Buddha, terutama tokoh

agama, pandita, dharmaduta dan juga lembaga keagamaan Buddha

dalam penyediaan pelayanan kepada umat Buddha.

Hal ini menjadi potensi penting bagi keberhssilan pelayanan keagamaan

mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas dibidang pelayanan

keagamaan, terutiama menyangkut urusan perkawinan dimana yang

harus berhubungan dengan institusi lain yaitu Dinas Kependukuan untuk

mendapatkan akte perkawinan, penyediaan sarana ibadah, bimbingan

dan penyuluhan agama kepada umat Buddha.
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Sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat mengharnbat upaya
peningkatan kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama, antara lain:

a. Jumlah tenaga pelayanan keagamaan Buddha belum memadai, baik dari

segi jurnlah yang dibutuhkan maupun distribusinya;

b. Berkembangnya persepsi di kalangan masyarakat tentang masih

rendahnya dukungan pemerintah kepada petugas penyedia layanan

masyaEkat seperti para tenaga pembimbing dan penyuluh agama baik

PNS maupun Non PNS, para pemuka, tokoh agama, Dharmaduta serta
pandita;

c. Masih munculnya keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan

administrasi keagamaan seperti lambatnya pengurusan tanda daftar rumah

ibadah, Iembaga dan organisasi keagamaan Buddha lainnya;

d. Pada beberapa daerah belum memiliki struktur organisasi, sehingga

berpengaruh terhadap pelayanan keagamaan kepada masyarakat

beragama Buddha;

e. Belum adanya regulasi dan sarana prasarana dalam pelayanan

perkawinan, dan kematian bagi masyarakat Buddha di seluruh lndonesia.

f. Belum memanfaatkan teknologi dan informasi dalam melakukan pelayanan

keagamaan Buddha, karena belum tersedianya sarana dan prasarana

layanan online.

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan

Keagamaan Buddha Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan, yaitu melalui
pembinaan dan pelayanan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum

dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Pembinaan, pelayanan dan
penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam jenjang

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pelaksanaan

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha yang menjadi

wewenang Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarkat Buddha

diselenggarakan oleh pemerintiah dan masyarakat melalui lembaga

Pendidikan keagamaan. I
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a. Pendidikan Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu
pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, antara lain:

a) Adanya regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan

agama pada satuan pendidikan umum;

b) Adanya lembaga pendidikan tinggi agama Buddha yang berperan

sebagai penyedia tenaga pendidik dibidang pendidikan agama pada

satuan pendidikan umum;

c) Kebenadaan forum-forum yang dapat menjadi wadah kerjasama dan

saling tukar pengetahuan dan pengalaman di kalangan guru agama

Buddha seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) agama

Buddha dan Kelompok Kefia Guru (KKG) agama Buddha dan Asosiasi

Pengawas Pendidikan Agama Buddha rndonesia (AppABl);

d) Adanya regulasi yang terkait dengan peningkatan kompetensi bagi guru-

guru pendidikan agama Buddha;

e) Adanya Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis (BKPB) sebagai wadah

bagi sekolah umum yang dikelola oleh yayasan pendidikan agama

Buddha;

0 Adanya siswa beragama Buddha pada sekolah umum yang masih

tersebar dalam berbagai jenjang satuan pendidikan.

Sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat upaya
peningkatan peningkatan Mutu Pendidikan Agama pada satuan pendidikan

umum, antana lain:

a) Kebutuhan guru dan dosen pendidikan agama Buddha pada satuan
pendidikan umum masih belum memadai;

b) Peserta didik pada satuan pendidikan umum masih banyak yang belum

terlayani karena tidak tersedianya guru agama Buddha, sehingga mereka

harus mengikuti pelajaran agama Buddha yang diselenggarakan oleh

lembaga pendidikan yang dikelola oleh rumah ibadah agama Buddha

dalam bentuk sekolah Minggu Buddha dan Dhamma sekha;
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c) Belum tersedianya standar untuk menilai capaian mutu pendidikan agama

Buddha pada satuan pendidikan umum;

d) Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik agama Buddha yang

berkualitas;

e) Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran

pendidikan agama Buddha pada satuan pendidikan umum;

D Masih lemahnya penyediaan data dan informasi pendidikan yang

diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan agama pada

satuan pendidikan umum.

g) Masih belum maksimal dan efektifnya peran forum-forum seperti KKG dan

lVlGIvlP pendidikan agama Buddha dalam mendukung peningkatan kualitas
pendidikan agama Buddha pada satuan pendidikan umum;

h) Masih kurangnya jumlah pengawas pendidikan agama Buddha dan

pengawas yang ada masih perlu ditingkatkan kompetensinya.

b. Pendidikan Keagamaan Buddha

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan Mutu

Pendidikan Keagamaan Buddha, antara lain:

a) Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

pendidikan keagamaan Buddha;

h) Tingginya kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap lembaga

pendidikan keagamaan Buddha;

c) Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Buddha bersifat mandiri.

Sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat upaya
peningkatan peningkatan mutu pendidikan keagamaan, antara lain:

a) Belum adanya standarieasi pendidikan keagamaan Buddha dalam
penyelenggaraan pendidikan l<eagamaan Buddha yang dilakukan oleh

lembaga swasta;

b) Rendahnya kualifikasidan mutu tenaga pendidik pada lembaga pendidikan

keagamaan Buddha;
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c) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran yang
berkualitas;

d) Belum tersedianya standar untuk menilai mutu kelembagaan maupun
kulaitas capaian lembaga pendidikan keagamaan Buddha;

e) Belum adanya standarisasi yang memadai dalam penyusunan kurikulum
diantiara penyelenggara pendidikan keagamaan Buddha;

D Terbatasnya kerangka regulasi untuk mendukung pengembangan

kelembagaan pendidikan keagamaan Buddha;

g) Lemahnya penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi
perencanaan dan pengembangan pendidikan keagamaan Buddha;

h) Belum adanya format pengembangan pendidikan keagamaan Buddha
secara berjenjang dalam mewujudkan ahli agama Buddha.

c. Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan akses dan
mutu pendidikan tinggi keagamaan Buddha antara lain:

a) Besarnya peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan

pendidikan tinggi keagamaan ;

b) Mutu lembaga tinggi keagamaan, meski baru dalam jumlah kecil namun
telah menunjukkan peningkatan;

c) Lembaga pendidikan tinggi keagamaan telah menjadi wadah bagi
jejaring internasional dengan universitas dan lembaga pendidikan tinggi
yang lain di asia.

Sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan

akses, dan mutu pendidikan tinggi keagamaan, antara lain:

a) Penyelenggaraan pendidikan pendidikan tinggi yang lebih banyak dikelola

oleh masyarakaUswasta dapat menimbulkan masalah terkait koodinasi
dan standarisasi pelayanan;

b) Rasio jumlah dosen dan mahasiswa masih terlalu rendah menimbulkan
persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan;
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c) Masih terbatiasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas, baik

dari segi jumlah maupun ketersebarannya;

d) Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang

dapat memenuhi standar pelayanan minimal atau standar nasional
pendidikan tinggi;

e) Masih rendahnya kualitas hasil riset, pengabdian kepada masyarakat dan

publikasi hasil riset serta karya akademis lainnya.

4. Peningkatan Kualitas Tatakelola pembangunan Bidang Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung terwujudnya tatakelola

pemerintahan yang baik di lingkungan Direktor':at Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha, antara lain:

a. Adanya perbaikan sistem rekrutmen, penempatan dan evaluasi

pegawai;

b. Tersedianya pedoman kerja untuk seluruh satuan kerja di lingkungan

Di$en Bimas Buddha;

c. Telah diterapkannya teknologi informasi dalam berbagai aspek

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program;

d. Tingginya partisipasi masyarakat dalam peran pengawasan;

e. Adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan pemberantasan KKN

dan reformasi birokrasi.

Sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala dalam

mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, antara lain:

a. Kapasitas dan profesionalisme sebagian aparatur Ditjen Bimas Buddha

masih rendah;

b. Masih adanya pola pikir lama pada sebagian aparatur sehingga tingkat

penerimaan terhadap proses reformasi birokrasi belum menyeluruh;

c. Belum tersedianya data valid tentang data keagamaan, pendidikan agama

dan pendidikan keagamaan yang yang berakibat pada perencanaan yang
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d. Adanya ketidakseimbangan beban tugas dengan ketersediaan tenaga
teknis dan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha, khususnya pada struktur satker Bimas Buddha baik
tingkat provinsi maupun kabupatenftota;

e. Adanya satuan kerja di lingkungan Ditjen Bimas Budha yang rnemiliki

anggaran/D|PA dan umat yang akan dilayani, tatapi tidak ada struktumya.

G. SISTEMATIKA PELAPORAH

Sistematika penyajian laporan kinerja Ditjen Bimas Buddha Tahun
2018 adalah sebagai berikut:

{.Babl:Pendahuluan
Pada bab ini penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utiama (strategis

issued) yang sedang dihadapi organisasi

2. Bab ll : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan

3. Bab lll : Akuntabllitas Klneria

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pemyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuaraikan realisasi anggaran yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja

l-

.,IT
* a

_+ t::i;t

L4

IT

rm .$*"r-



DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

Laporan Kineria 2018 ffi
4. Bab IV: Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi

untuk meni ngkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja;

2. Lain-lain yang dianggap perlu
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PFRENC-ANAAN KTNERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha tahu n 2A15 - 2019 berdasarkan Keputusan Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor43G Tahun 201S tentang

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Tahun 2015 - 2019. Dalam renstra telah dirumuskan visi, misi, tujuan dan
sasaran strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
sebagai berikut:

1. Visi

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional dan visi

Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Buddha menetapkan visi Tahun 2015-2019 adalah "Tenuujudnya

Itrasyarakat Buddha lndonesia yang Taat Beragama, Rukun,

Harmonis, Cerdas dan Sejahtera,,.

Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut: Taat memiliki pengertian

bahwa masyarakat Buddha mampu menjalankan setiap kegiatan

keagamaan sesuai dengan ajaran agama Buddha. Masyarakat

Buddha yang rukun memiliki pengertian bahwa masyarakat Buddha

selalu berusaha mengembangkan keselarasan dan kerukunan baik

intem maupun antar umat beragama, sehingga tercipta suasana

harmonis dalam masyarakat Buddha. Masyarakat Buddha yang cerdas

berarti Masyarakat Buddha yang memiliki kecerdasan intelektual, yaitu

kecerdasan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu

agama, serta sains dan teknologi, mampu berftkir rasional, inovatif dan

kreatif seila mampu mengaplikasikan pengetiahuan dalam kehidupan

sehari-hari; kecerdasan emosional yaitu kecerdasan untuk mengenali

dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta

berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain; serta kecerdasan

spiritual, yaitu kecerdasan untuk memahami, menghayati, dan
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mengamalkan niali-nilai Agama Buddha dalam pikiran, ucapan dan
tindakan. Masyarakat Buddha yang sejahtera berarti masyarakat

Buddha yang aman, selamat, makmur serta sentaosa, terlepas dari

betragai gangguan, yang berarti juga sejahtera lahir dan batin.

2. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut Direktor:at Jenderal

Bimbingan Masyarakat Buddha menetapkan misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai

agama dalam bentuk mental umat Buddha;

b. Meningkatkan kerukunan intern umat beragama Buddha dalam

memperteguh kebhinekaan;

c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama Buddha yang

merata dan berkualitas;

d, Meningkatkan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan

keagamaan yang berkarakter;

e. Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih,

akuntabel dan tepercaya.

3. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha tahun Z01S - Z01O adalah:

a. Tujuan bidang agama

1) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran

agama Buddha dalam sikap dan kehidupan sehari-hari;

2) Meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat

mengenai kualitas kerukunan umat beragama;

3) Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan

memberdayakan lembaga lembaga soaial keagamaan

Buddha;

4) Meningkatkan tatakelola pembangunan bidang agama.
rcr
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b. Tujuan bidang pendidikan

1) Meningkatkan akses pendidikan agama dan pendidikan

keagamaan Buddha;

2, Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan

keagamaan Buddha;

3) Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan

agama dan pendidikan agama Buddha tingkat dasar dan

menengah;

4) Meningkatkan akses pendidikan tinggi agama Buddha khususnya

bagi masyarakat kurang mampu, serta meningkatkan kualitas,

relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi agama Buddha.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menetapkan I sasaran

strategis. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Buddha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis

Kementerian Agama dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya
pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh,

serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

sasaran strategis bidang agama adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan dan pelayanan agama

Buddha, dengan indikator 1) meningkatnya jumlah penyuluh dan tenaga

teknis keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan
pengembangan; 2| meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan,

pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Buddha;

h. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Buddha, dengan

indikator 1) meningkatnya jumlah lembaga sosial keagamaan Buddha
yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan; Z) meningkatnya
jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan; g)

meningkatnya jumlah naskah, norma, standar, prosedur dan kreteria;

ffi
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4) meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya

keagamaan Buddha.

Sasaran strategis bidang Pendidikan Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha adalah:

a. Meningkatnya akses pendidikan agama dan pendidikan keagaamaan

Buddha tingkat dasar dan menengah, dengan indikator 1) meningkatnya

Jumlah peserta didik yang difasilitad dalam pembinaan dan

pengembangan;

b. Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan penddikan keagaamaan

Buddha tingkat dasar dan menengah, dengan indikator 1) meningkatnya
jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang

difasiltasi dalam penguatan dan pemberdayaan; 2) meningkatnya jumlah

fasilitasi pembinaan dan pengembangan event pendidikan agama dan

keagamaan Buddha; 3) meningkatnya jumtah satuan pendidikan yang

menerapkan kurikulum yang berlaku; 4) meningkatnya jumlah satuan

pendidikan yang memenuhi SPM; 5) Meningkatnya jumlah satuan
pendidikan yang memenuhi SNP; 6) meningkatnya jumlah fasilitasi

sarana dan prasarana pendidikan agama dan keagarnaan Buddha; 7)

meningkatnya jumlah naskah norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang disusun;

c. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Agama dan

Keagaamaan Buddha tinglrat Dasar dan Menengah, dengan indikator 1)

meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang difasilitasi

dalam pembinaan dan pongembangan; 2) jumlah Guru Pendidikan

Agama Buddha non PNS yang menerima tunjangan profesi; g)

Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi; 4) meningkatnya jumlah

tenaga pendidik dan kependidikan Agama Buddha yang menerima

insentif/ tunjangan;

d. Meningkatan Akses Pendidikan Tinggi Agama Buddha, dengan indikator

1) meningkatnya jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan

ffi
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Prestiasi Akademik; 2) meningkatnya jumlah Mahasiswa penerima

beasiswa miskin; 3) meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan dan

pengembangan mahasiswa Buddhis;

e. Meningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Agama Buddha, dengan

indikator 1) Meningkatnya jumlah fasilitasi pengabdian berbasis program

pada masyarakat; 2) Meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan dan

pengembangan PTAB; 3) Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang

memenuhi SPM; 4) Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang

memenuhi SNP; 5) Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang

terakreditasi; 6) meningkatnya jumlah prodi satuan pendidikan yang

terakreditasi minimal B; 7) meningkatnya jumlah sarana dan prasarana

PTAB yang memenuhi standar; 8) meningkatnya jumlah perpustakaan

PTABN yang ditingkatkan koleksi dan prasarananya; 9) meningkatnya
jumlah layanan penyelenggaraan pendidikan pada PTABN; 1 0)

Meningkatnya jumlah fasilitasi penelitian pada PTAB; 1 1) meningkatnya

jumlah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal intemasional; 12)

meningkatnya jumlah penelitian yang terdaftar di HAKI; 1 3) Meningkatnya

jumlah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN); 14)

meningkatnya jumlah naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

perguruan tinggi; 15) meningkatnya jumlah Fasilitasi pembinaan dan

pengembangan event pendidikan pada PTAB;

f. Meningkatian Kualitas Tenaga pendidik dan Kependidikan Pendidikan

Tinggi Agama Buddha, dengan indikator 1) meningkatnya jumlah

fasilitasi pembinaan dan pengembangan dosen PTAB; 2) meningkatnya

jumlah Dosen yang tersertifikasi; 3) meningkatnya jumlah dosen yang

ditingkatkan kualifikasinya 53; 4) meningkatnya jumlah dosen yang

ditingkatkan kompetensinya; 5) meningkatnya jumlah dosen yang

menerima tunjangan fungsional; 6) Meningkatnya jumlah Dosen Non

PNS yang menerima Tunjangan Profesi; 7) meningkatnya jumlah guru

yang disertifikasi oleh PTABN melatui PPG.
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B. RENCANA KERJA

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyar:akat Buddha menysun rencana kefla (Renja)

tahun 2018 yang memuat kebijakan program, kegiatan yang melipu1

kegiatan pokok dan kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran
strategis (terlampir). Renja dirinci kedalam indikator keluaran dan

indikator sasaran.

Berdasarkan RKP, pagu anggaran dan Renja yang ditetapkan,

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menyusun rencana

kerja dan anggaran (R[fi). Dalam rangka mencapai sasaran strategis

dan meningkatkan kinerja, maka Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha melakukan perjanjian kinerja mulai dari level eselon

I dengan Menteri Agama sampai dengan level eselon lV. Untuk level

pelaksana belum melakukan perjanjian kinerja tetapi melakukan
penandatangan SKP.

C. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OT8

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 2g

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas lnstansi Pemerintah dan sesuai

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2A14 tentiang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, serta Peraturan Menteri Agama Nomor TAZ Tahun

2016 tentang Pedoman Perjanjian Klnerja, Pelaporan Klnerja, dan

Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisi kontrak kerja atau
penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawahnya

untuk melaksanakn program dan kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Perjanjian kinerja tahun 2018 Direktur Jendderal Bimbingan

Masyarakat Buddha adalah sebagaimana berikut:

I 2L
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Table 2.1 Perjanjian Kinerja Ditjen Bimas Buddha

Sasaran Strategis IKU Target

1. Meningkatnya

kualitas kehidupan

umat beragama

lndeks keshalihan sosial 70

2, Meningkatnya

harmoni social dan

kerukunan intem

lndeks kerukunan

beragama

umat 75,9

3. Meningkatnya

kualitas pelayanan

kehidupan ber:agama

a. Persentase Lembaga

keagamaan Buddha yang

berbadan hokum

b. lndeks layanan keagamaan

75

75

4. Meningkatnya akses

layanan Pendidikan

agama

tinggiAPK Pendidikan

keagamaan Buddha

0.006

D. PENGUKURAN KINERJA

Nilai kinerja organisasi diperoleh melalui serangkaian perhitungan

dengan menggunakan data target dan realisasi indicator kinefia utama

(lKU) yang tersedia. Dengan membandingkan realisasi dengan target

indicator kineda akan diperoleh indek capaian lKU. lndek perhitungan IKU

perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize,

minimize, dan stabilize, namun dalam PMA nomor 702 Tahun 2018 belum

mengatur tentang tatacara pengukuran kinerja secara detail.

Formula perhitungan indek capaian IKU Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Buddha menggunakan formula:

Realisasi
lndeks capaian IKU = X 1oo%

Target

2?
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Adapun kategori capaian IKU adalah sebagai berikut :

$angat baik

Baik

50-79 Cukup

Kurang

ffi
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AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target dengan realisasi indikator kinerja utama (lKU). Dari hasil

pengukuran tersebut diperoleh indek capaian kinerja organisasi. lndeks

kinerja organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

adalah 92,62. Nilai tersebut merupakan rerata capaian kinerja dari setiap

capaian indikator kinerja utama (tKU).

lndikator kinerja utama tahun 2018 pencapaiannya tidak dapat

dibandingkan dengan pencapaian IKU tahun 2015,2018 dan ZOll karena

tidak $ama atau berubah signifikan. Untuk tahun 2018 Ditjen Bimas

Buddha hanya memberikan laporan tentang pencapaian indikator kinerja

uatama tahun 2018.

Dengan sistem perencanaan yang berkembang maka indikator

kinerja kegiatanpun mengalami perubahan meskipun tidak signifika,

sehingga terdapat indikator kegiatan yang pada tahun 2015,2016 dan

2A17 muncul dalam sistem tetapi tidak muncul untuk tahun 2018. Hal ini

terjadi tidak manutup kemungkinan karena dari sisi perencanaan Ditjen

Bimas Buddha tidak mengacu pada Renstra saat menyusun rencana

kerja.

Pada tahun 2018 target kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha meliputi empat sasaran strategis dan lima indikator

kinerja utama. Adapun capaian kinerja dari setiap sasaran strategis dan

indikator kinerja utama (lKU) adalah:

1. $asaran strategis 1 meningkatnya kualitas hidup umat beragama.

Dalam pencapaian sasaran strategis 1 dimewujudkan dengan

mencapai target indikator kinerja utama (lKU) dan indikator kinefla

kegiatan yang mendukung pencapaian rKU sebagai berikut: EI
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Tabel 3.1

Sasaran strategis 1 meningkatnya kualitas kehidupan umat bengama

lndikator Kinerja Taget Realiasi o/o Kategori

lndeks keshalihan sosial 7A 58,43

Rata-rata capaian kin erja 83,47 0/a

IKU indeks keshalihan sosial tahun 2018 dengan nilai 58,47

dari skala 100 diperoleh dari kegiatan survey yang dilaksanakan oleh

Badan Litbang dan Diklat. Dimana Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha menerima hasil survey dan menjadikan sebagai

hasil pencapaian dari target IKU Ditjen Bimas Buddha. lndikator indeks

keshalihan sosial tidak tercapai sebab ada beberapa indikator

keshalihan sosial individu kurang baik. Indikator keshalihan sosial

tersebut adalah tentang demokrasi, tidak menghina, konservasi, tidak

memaksakan nilai, restorasi, mencegah kekerasan, good govermance,

giving, caring, dan menghargai perbedaan. Ketidak tercapaian indekas

keshaliahn sosial tersebut selain dari faktor indikator yang tidak

tercapai kemungkinan lainnya adalah ketidak pahaman responden

terhadap kuesioner atau Bahasa yang digunakan dalam wavvancara

kurang jelas. lndikator kinerja utama indeks keshalihan sosial dimulai

tahun 2018 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.

Tahun 2018 untuk mencapai target indikator kinerja utiama

indeks keshalihan sosial Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Buddha melaksanakan kegiatan pendukung pencapaian IKU dengan

indikator jumlah umat yang mendapatkan pembinaan penguatan

keyakinan, karakter building, peningkatian ekonomi kreatif dengan

capaian 1.106 orang dari target1.220 orang atau 90,650/o. Sebenarnya

dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ditjen Bimas Buddha

diharapkan indeks keshalihan sosial umat Buddha dapat tercapai.

A
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Dengan hasil yang belum maksimal tersebut akan menjadikan

kritik bagi peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan

yang akan mendorong pencapaian indeks keshalihan tersebut. IKU

indeks keshalihan sosial ini masih akan digunakan pada tahun 2019

belum dapat dipastikan karena IKU unit eselon I harus selaras dengan

IKU tingkat Kementerian Agama.

Tabel 3.2

Indikator kegiatan pendukung dilaksanakan untuk mendukung

pencapaian indikator utama, kegiatan yang dilakukan tahun a01g

diantaranya pembinaan pemuda Buddhis dalam rangka membangun,

membentuk karakter pemuda Buddhis yang cerdas, berkarakter, dan

berkepribadian I ndonesia.

Gambar 3.1 Pembinaan karakter Building Pemuda Buddhis di Bali

Ditjen Bimas Buddha juga melaksanakan kegiatan pembinaan

umat Buddha daerah terpencil untuk menunmbuhkan keyakinan

terhadap ajaran agama Buddha serta menumbuhkan rasa percaya

kepada Pemerintah yaitu Kementerian Agama bahwa kita hadir untuk

pe mbina a n pe ng uata n keya ki na n,

kata l<te r building, pe n i ng katan ekono mi kraetif

lR. Jumlah umat yang mendapatkan

Renstra 2018 2417 2016

Target realisasi Target realisasi Target realisasi Target realisasi

1.220 1.106
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mereka dengan program Bimbingan Masyarakat Buddha. Daerah yang

dijadikan sasaran untuktahun z01g adalah, Desa Ngadas, Kecamatan

sumber Pucung, Kabupaten Malang, provinsi Jawa Timur dan suku
l(aro, Desa Parangguam, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat,

Provinsi Sumatera Utiara.

Gambar 3.2 Pembinaan umat Budha derah terpencil desa Ngadas

Gambar 3.3 Permbinaan umat Buddha daerah terpencil Suku Karo,Desa

Parangguam

Untuk peningkatan ekonomi kreatif Ditjen Bimas Buddha

melaksanakan kegiatan workshop peningkatan ekonomi kreatif bagi

wanita Buddhis dengan tujuan untuk mendorong wanita Buddhis untuk

kreatif, inovatif dan berkreasi sesuai kemampuan dan daya yang

dimiliki. Dengan pembinaan ekonomi kreatif tersebut diharapkan dapat

meningkatkan ekonomi dan memberikan dampak sosial pada

masyarakat dan li ngkungan sekitar.

27
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Gambar 3.4 Pembinaan

2- Sasaran strategis 2 meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan
internal

Dalam pencapaian sasaran strategis 2 diwujudkan dengan

Pencapai target indikator kinerja utama (lKU) lndeks kerukunan umat
beragama dan pencapaian indikator kegiatan yang mendukung
pencapaian IKU sebagai berikut:

Tabel 3.3

IKU indeks kerukunan umat beragama tahun Z01B dengan nilai

70,90 dengan skala 100 dari target nilai sebesar 75,9. Nilai indeks ini

didapat dari hasil suryey yang dirakukan oleh Badan Litbang

Kementerian Agama. Nilai indeks kerukunan umat beragama yang

dijadikan hasil penffipai IKU Ditjen Bimas Buddha adatah sama

*it-

I
I ,

t

*

#

Sasaran strategis 1 meningkatnya harmoni soslh/ dan kerukunan intern

Kinerja Taget Realiasi o/o Kategori

umatlndeks

beragama

75,9 70,

Rata-rata capaian kinerja 93,41 0/o

93,41 Baik
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dengan hasil untuk IKU Kementerian Agama. lndikator kinerja utama

indeks kerukunan umat beragama target tidak dapat tercapai sebab

ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain pemahaman

umat terhadap ajaran agamanya yang masih sempit sehingga

menimbulkan fanatisme yang akut sehingga mereka yang sudah
terpapar fanatisme tersebut cenderung tidak dapat menerima
perbedaan paham ajaran agama. Dengan fanatisme yang cenderung

radikal dapat meningbulkan beberapa keresahan didalam masyarakat

dan akan menciderai nilai nilai agama yang diyakininya dan juga akan

mengkoyak kerukunan umat beragama. lndikator kinerja utama indeks

kerukunan umat beragama baru dirnulai tahun 2018 sehingga tidak

dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

untuk mendukung pencapaian rKU Ditjen Bimas Buddha

melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dengan

indikator jumlah dialog kerukunan intern umat beragama Buddha

dengan capaian kinefla 83,72a/o atau 36 kegiatan dialog dari target

tahun 2018 sebanyak 43 kegiatan. Untuk indikator kegiatian ini

dilakukan sejak tahun 2016 sehingga dapat diketahui sampai dengan

tahun 2018 sudah berapa banyak kegiatan dialog kerukunan

dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Buddha.

Tabel 3.4

lndikator kegiatan tersebut diatas jika dilihat dari tingkat

capaian renstra hanya 68J20/o padahal sudah memasuki tahun ke

empat renstra.

ffire

\

lK. Jumlah dialog kerukunan intem umat bengama Buddha

Renstra 201 I 2417 2016

Target realisasi Target realisasi Target realisasi Target realisasi

160 109 43 36 3B 38 50 35
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Untuk memenuhi target renstra maka tahun 2A1g untuk
indikator kegiatan jumlah dialog kerukunan umat beragama Buddha

harus direncanakan sebanyak 51 kegiatan dialog kerukunan intern

umat beragama Buddha. Tetapi dari segi anggaran bidang agama

sangatlah terbatas, harapan sangaflah kecil tahun zolg dapat
memenuhi target renstra tersebut.

Gambar 3.5 Kegiatan dialog kerukunan urnat beragama Buddha

3. Sasaran strategis 3 meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan
beragama

Dalam pencapaian sasaran strategis 2 diwujudkan dengan
pencapai target 2 indikator kinerja utama (lKU) Persentase lembaga

keagamaan Buddha yang berbadan hukum dan indeks layanan

keagamaan. lndikator kinerja utama dicapai dengan didukung
pencapaian indikator kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Sasaran strategis 3. meningkatnya kualitas pelaya nan ke h id upan

bengama

lndikator Kinerja Taget Realiasi o/o Kategori

Persentase Lembaga

keagamaan Buddha yang

berbadan hukum

75 70,72

lndeks layanan keagamaan 75 75,325

Rata-rata capaian kinerja 97,36 %
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IKU persentase lembaga keagamaan Buddha yang berbadan

hukum yang menjadi targettahun 2018 adalah 75o/o (TZT lembaga) dari

target renstra 970 lembaga dengan capaian Ta,TZolo (6s6 lembaga).

Dengan capaian 70,72o/a pada tahun 2019, maka untuk mencapai

target renstra 100% tahun 2019 Ditjen Bimas Buddha harus mencapai

target 29,28a/o atau 284 lembaga keagamaan yang harus terdaftardan

berbadan hukum. lndikator kinerja utama persentase Lembaga

keagamaan Buddha yang berbadan hukum tidak tercapai sebab

kemnderungan perencanaan dalam menetiapkan target tidak melihat
data tahun sebelumnya. Dan indikator inipun baru dimulai tahun 201g

sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebetumnya.

untuk mendukung pencapaian IKU Ditjen Bimas Budha

melaksanakan kegiatan yang mendorong Lembaga keagamaan

Buddha yang belum berbadan hukum untuk mendaftarkan agar
memiliki legalitas secara hukum dengan indikator kegiatan jumlah

Lembaga agama dan keagamaan Buddha yang mendapatkan

pembinaan manajemen dengan capaian 6g,420/o (13 lembaga) dari

target 19 lembaga.

IKU indeks layanan keagamaan dengan target rso/o dengan

skala 100 tahun 2018 tercapai dengan angka75,325% sedikit diatas

target. Survey indek dilakukan oleh Ditjen Bimas Buddha kerjasama

dengan Badan Litbang Kementerian Agama. Hasil Survei Kepuasan

Masyarakat atas Layanan Keagamaan Ditjen Bimas Buddha

memperlihatkan IKM atas Layanan Keagamaan Ditjen Bimas Buddha

sebesar 3,013 (pada skala 4) atau z5,gzs (pada skala 100). Nilai Mutu

Pelayanan berada pada kategori "C" dengan Nilai Unit Pelayanan

dalam kategori "Kurang Baik". Berbagai hal yang ikut berkontribusi
pada permasalahan ini, yaitu: (i) unsur sarana dan prasarana

khususnya pada kapasitas ruang pelayanan dan kelengkapan ffirana
dan prasarElna; (ii) unsur waktu pelayanan khususnya ketepatan waktu
penyerahan produk pelayanan, dan percepatan penyerahan produk

ffi
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pelayanan. Namun, ditemukan pula praktik-praktik yang sudah baik di

tiga unsur pelayanan lainnya.

Survei kepuasan masyarakat ini merekomendasikan perlunya:

(i) memasukkan program peningkatan IKM Layanan Keagamaan

Ditjen Bimas Buddha pada Rencana Strategis zaza zoz4 dan

Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2019; (ii) melakukan langkah parsial

perbaikan unsur sarana dan prasarana dengan memetakan kapasitas

ruang pelayanan dan kelengkapan sarana dan prasarana diikuti
penganggaran, koordinasi dengan instansi terkait otoritas luasan lahan

serta eksekusi yang konsisten; (iii) merakukan langkah parsial

perbaikan unsur waktu pelayanan dengan memetakan ketepatan

wakft.r penyerahan produk pelayanan, dan percepatan penyerahan

produk pelayanan diikuti penganggaran dan koordinasi dengan

instansi terkait otoritas rekrutmen pegawai serta eksekusi yang

konsisten; (iv) atau melakukan langkah integnal dengan menyusun

roadmap beserta anggaran dan eksekusinya untuk pelayanan

keagarnaan full online dan secara swatayan dalam satu aplikasi

smattphone dengan featur sederhana sesuai kapasitas masyarakat

desa sehingga tidak memerlukan tambahan lahan dan personil khusus

untuk aplikasi tersebut. lndikator kinerja utama indeks kepuasan

layanan keagamaan dimula tahun z01B sehingga tidak dapat

dibandigkan dengan tahun sebelumnnya.

lndikator kegiatan pendukung pencapaian IKU yang

dilaksanakan Ditjen Bimas Buddha adalah:

Table 3.6
agama dan keagamaan Buddha yang mendapatlK. Jumlah Lembaga

bantuan opensional

Renstra 2018 2017 2016

Target realisasi Target realisasi Target realisasi Target realisasi

19 13

3268,420./o

j r H
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rumah ibadah yang rnendapat bantuan

re h a b il itasilrc novasilpe ffi ba ng u u na n

lK. Jumlah

Renstra 2018 2017 2016

Target realisasi Target realisasi Target realisasi Target realisasi

1.500 324 55 55 164 138 143 131

yang mendapatkan pmbinaanIK, rumah ibadah

Renstra 2018 2017 2016

Target realisasi Target realisasi Target realisasi Target realisasi

46 39

tK. rumah bantuanyang

Renstra 2018 2017 2016

Target realisasi Target realisasi Target realisasi Target realisasi

27 0

yang mend apat pembinaa nlK. Jumlah penyuluh agama Buddha non PNS

kualitas SDM ffOr)
Renstra 201 I 2017 2016

Target realisasi Target realisasi Target realisasi Target realisasi

2,500 983 290 200 52 52 1693 731

lR. Jumlah penyuluh agama Buddha non PAIS yang rnendapat tunjangan

Renstra 2018 2017 2016

Target realisaei Target realisasi Target realisasi Target realisasi

10.200 7.24? 1.648 1.648 1.648 1.648 2.210 2.210

agarna Buddha non PNS yang mendapatkanlR. Jumlah pnyuluh

pmbinaan kualitas SDM

Renstra 201 B 2017 2016

Target realisasi Target realisasi Target realisasi Target realisasi

154 179

lK Jumlah Lembaga agama dan

bantuan ffircna dan prasanna

Reagamaan Buddha yang menerima

Renstra 2018 2A17 2016

.t

33

21,600/o 1 00% 84,14 91,60%

manajerwn

84,780/a

AYa

39,32 68,9SYo 1 00% 43,170/o

71Vo 100o/o 100o/o 100o/o

116,230/o

j U r
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Dari indikator kegiatan yang mendukung IKU indeks layanan

keagamaan dalarn perencanaan baik renstra maupun renja tidak

konsisten setiap tahunnya. Hal ini karena dalam menyusun renja tidak

mengacu kepada renstra dan IKU yang selalu berubah setiap tahun.

4. Sasaran strategis 4 meningkatnya akses layanan pendidikan
agama

Dalam pencapaian sasaran strategis 4 diwujudkan dengan

pencapai target indikator kinerja utama (lKU) APK Pendidikan tinggi

keagarnaan Buddha. lndikator kinerja utama dicapai dengan didukung

Fncapaian indikator kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Sasaran strategis 4. meningkatnya akses layanan Pendidikan agarna

lndikator Kinerja Taget Realiasi a/a Kategori

APK Pendidikan

keagamaan Buddha

tinggi 0,006 0,0055

Rata-rata capaian kin erja 91,66 0/o

IKU APK Pendidikan tinggi keagamaan Buddha dengan angka

0,0055 dari target 0.006 atau 91,66%. APK tidak tercapai karena minat

penduduk lndonesia yang berumur antara 19 sampai dengan 24 tiahun

untuk masuk ke PTK Buddha sangat kecil. Selain itu PTK Buddha

sendiri belum mampu bersaing dengan PT lainnya. Selain dari segi

kualitas lulusan juga dari segi program studi atau jurusan yang ada

pada PTK Buddha yang ada hanya berkutat pada bidang agama.

Target realisasi Target realisasi Target realisasi Target realisasi

56 35

lK. Jumlah pmbinaan keluarga Hittasukhaya

Renstra 2018 2417 2016

Target realisasi Target realisasi Target realisasi Target realisasi

400 2.004 1,526 1.252 1.203

34

62,500/o

91,66 Baik
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Seandainya PTK Buddha dapat membuka program studi yang banyak

diminati oleh masyarakat lndonesia seperti program studi bidang lT,

Keuangan, Bahasa atau yang lainnya, kemungkinan besar akan

banyak masyarakat yang akan masuk pada pTK Buddha.

Dalam pencapaian IKU didukung dengan indikator kegiatan yang

dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Buddha yaitu:

Table 3.8

Untuk indikator kegiatan jumlah mahasiswa yang mendapat bantuan

bidik misi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tercapai sebesar

34,Mo/s. Tapi untuk tahun 2015 indikator kegiatan jumlah indikator

yang mendapatkan bantuan bidik misi adalah jumlah mahasiswa

penerima bantuan beasiswa miskin dengan capaian sebesar 93,40%

dari target 500 orang. Sehingga jika digabungkan dari tahun 2018

sampai dengan 2018 maka capaian indikator kegiatan sebesar 1.068

orang atau 61 ,A2o/o dari target renstra. Target renstra tersebut juga

merupakan target dari indikator jumlah mahasiswa penerima beasiswa

miskin dan pada tahun 2016 terjadi perubahan kebijakan dari

BAPENAS yang semula beasiswa miskin dirubah menjadi beasiswa

bidik misi.

Tabel 3.9

ffi_ffi

lR. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan bantuan bidik misi

Renstra 2018 2017 2016

Target realisasi Target realisasi Target realisasi Target realisasi

1.750 601 175 287 350 139 300 175

lK. Jumlah mafiasiswa penerima beasisrara PPA

Renstra 2018 2017 2016

Target realisasi Target realisasi Target realisasi Target realisasi

250 214 75 70 50 42 102 102

35

34,340/o 164% 39,710/o 59,33

85,60% 93,330/o 84,000/o 1 00Yo
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lndikator kegiatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa

Pengembangan prestasi akademik (PPA) sampai dengan empat tahun

renstra tercapai 85,60% atau 214 orang" Dan untuk memenuhi target

renstra tahun 2019 harus mengalokasikan anggaran untuk beasiswa

pengembangan prestasi akademik untuk g6 orang. Dari segi

kemanf;aatannya Beasiswa PPA ini dapat memacu mahasiswa untuk

mengernbangkan diri dalam akademik dan meningkatkan semangat

untuk terus belajar dan berkembang.

Table 3.10

Indikator kegiatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa non prestasi

akademik ada dari tahun 2018 dan dalam belum rnenjadi indikator atau

target renstra. lndikator kegiatan jumlah mahasiswa penerima

beasiswa non prestasi akademik dengan capaian g,60% atau 12 orang

sangat jauh target. Untuk target tahun 2018 sepertinya terlalu tinggi

sebab setiap tahun hanya dapat mengajukan satu kali bagi mahasiswa

yang memperoleh prestiasi dibidang selain kademik seperti bidang

olahraga, seni dlll minimaljuara ke tiga tingkat kabupaten atau kota.

Dari semua indikator kinerja utama (lKU) Ditjen Bimas Buddha tahun

2018 rerata capaian kinerja 92,620/o dalam kategori baik. Untuk indikator

indeks yang pencapaiannya diperoleh dari suruey yang dialkasanakan oleh

Badan Litbang tersebut Ditjen Bimas Buddha harus memperbaiki dan

mempertajam kebijakan program untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Seperti indeks keshalihan sosial dengan hasil tidak memuaskan, maka Ditjen

Bimas Buddha untuk tahun berikut harus menyusun kebijakan dan strategi

ffiffi

lK. Jumlah mahasiswa penerima Deasiswa non prcsfa si akademik

Renstra 2018 2017 2016

Target realisasi Target reelisasi Target realisasi Target realisasi

125 12

35

T

9,60%
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untuk mencapai semua target indikator utama maupun indikator pendukung
yaitu indikator kegiatannya.

Grafis 3.1 Rerata kinerja tahun 201s sampai dengan tahun z01g
150

120

frI

50

30

2017 2018

+-Rerata Capaian Xinerja

B. PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2O{8

Tahun 2018 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

menetapkan program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran
strategis sebagai berikut:

1 Bantuan tunjangan penyuluh

PNS

1 649 1Mg 100

2 Dialog kerukunan umat agama

Buddha

35 36 102,96

3 Bantuan rumah ibadah 65 66 101,54

*

No Prograrn Target Capaian otto

Bidang Agama

Bidang Pendidikan

lt tIj
fr T
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Rerata capaian program prioritas tahun 2018 untuk bidang agama

sebesar 1A1,47yo sedangkan untuk bidang Pendidikan sebesar 88,29%,

C. KINERJA LAINNYA

Selain empat sasaran strategis yang ditetapkan Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyanakat Buddha dengan capaian seperti diuraikan di atias,

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memiliki kinerja yang

tidak termasuk dalam perjanjian kinerja namun terkait dengan tugas dan

fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Kinerja Direktorat

Jenderal Bibingan Masyarakat Buddha tersebut adalah sebagai berikut:

-

1 Guru Pendidikan agama Buddha

baik PNS maupun Non PNS yang

menerima tunjangan profesi

830 553 66,63

2 Pengawas Pendidikan agama

Buddha penerima tunjangan profesi

18 18 100

3 Bantuan insentif tenaga pendidik

dan kependidikan

1.700 1.703 1 00.1 I

4 Pembangunan daerah 3T 92 92 100

5 Mahasiswa yang

beasiswa bidik misi

mendapatkan 175 168 g6

7 Mahasiswa yang mendapatkan

beasiswa peningkatan prestasi

akademik (PPA)

50 70 140

I lnstitusi PTAB yang terakreditasi B 3 a 100

I Prodi PTAB yang akreditasi B 6 6 100

10 Penelitian kelompok 117 80 69,39

11 Pengabdian masyanakat 30 30 100

38
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1. Pengelolaan Barang ll,lilik ltegara

Tahun 2018 Dl$en Bimas Buddha mendapatkan penghargaan dari

Menteri Agama dalam kategori Duta BMN Teladan sebagai peringkat ke

tiga yang dianugerahkan kepada Saudara Siswanto selaku pengelola

BMN Ditjen Bimas Buddha. Penganugerahan penghargaan tersebut

dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2018 di Jakarta oleh Menteri

Agama.

Gambar 3.6 Penerimaan Penghargaan Duta BMN Teladan

2. Pelaksanaan Kegiatan Sippa Dhammasamaija Tingkat Nasional

Sippa Dhammasamajja tingkat nasional merupakan ajang adu bakat

untuk anak usia sekolah dasar dan menengah yang diikuti oleh perwakilan

dari semua provinsi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Agama

dengan dihadiri oleh tokoh agama Buddha, dan tamu undangan dari unit

eselon I lain.

39

ffi

Ij

Eil

I
,

Melalui flenguatan
l(euangan

.ffi#-^r:;{oo*0,}r, *
!,i+;'i xunsn irrucGUNA ANGGAfiAN
' -1 

iiilrrfirrnlnr'r AGAMA Bl TAHUN 2018

Il lllesruiudtan !one lnt:grita9
Itun"t'ilitas Penqelolaan

;:r
;...r



DIREKTCIRAT JEN DERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
I

Laporan Kinerja 2018

Gambar 3.7 Pembukaan Kegiatan Sippa Dhammasamajja Z01g

Kegiatan Sippa Dhammasamaija tahun 2018 diikuti oleh 794 orang

eserta yang terdaftar secam online tatapi dalam pelaksanaan yang hadir

768 orang, peserta yang tidak hadir adalah dari Provinsi Sutawesi Tengah

dimana pada saat pelaksanaan di Sulawesi Tengah terjadi bencana

gempa bumi dan tsunami, sehingga mereka membatalkan keberangkatan

mereka untuk berpartisipasi dalam Sippa Dhammasamajja tahun ZAfi.
Adu bakat yang diselenggaraka pada affira Sippa Dhammasamajja tahun

2018 antara lain Pembacaan Kitab Dhammapada, Menyanyi Lagu Rohani

Buddhis, Cerdas Cermat bidang Agama, Melukis Kisah Buddha. Kegiatan

ini dilaksanakan tanggal 8 sampai dengan 12 oktober 2018.

Gambar 3.8 Perlombaan Sippa Dhammasamajja 201S

C. PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

l. Pagu Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018

untuk mencapai target lndikator Kinerja Utama dan mewujudkan visi,

CrraF -*
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misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana

tertuang dalam Renstra 2015 - 2019, Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha memperoleh alokasi anggaran pada DIPA tahun

2018 sebesar Rp 280.722.135.000,-. Dengan alokasi anggaran untuk

satuan kerja pusat Rp.50.933.047.000,- atau 18,15% dan untuk satuan

kerja daerah Rp.229.789.088.000,- atau 81,85%.

A Anggaran Per Fungsi

Berdasar fungsinya anggamn Ditjen Bimas Buddha dibagi menjadi

dua yaitu angaran fungsi agama dan anggaran untuk fungsi

pendidikan.

Grafis 3.1 Angggaran Per Fungsi

Anggaran Berdasarkan Fungsi

,000
216,507,031,000

,l?7Yal

B. Anggaran Per Kegiatan

Berdasarkan kegiatan anggaran Ditjen Bimas Buddha dialokasikan

untuk lima jenis kegiatan yang ada dalam DIPA yaitu, kegiatan

pengelolaan dan pembinaan urusan agama Buddha, Dukungan

manajemen dan pelaksanaaan tugas teknis lainnya, pengelolaan

ffi
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dan pembinaan Pendidikan agama Buddha, penyelenggaraan

administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Buddha, dan

Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi Pendidikan

tinggi agama Buddha. Alokasi Anggaran perkegiatan ini

dimanfiaatkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan untuk

mendukung pencapaian visi, misi serta pencapaian indikator kinerja

utama. Untuk kegiatan pengelolaan dan pembinaan agama untuk

menunjang sub kegiatan bidang agama, untuk kegiatan dukungan

manajemen menunjang sub kegiatan bidang kesekretariatan Di{en

Bimas Buddha, kegiatan pembbinaan dan pengelolaan Pendidikan

dasar dan menengah menunjang sub kegiatan bidang pendidikan

dasar dan menengah, kegiatan penyelenggaraan admistrasi

perkantoran bimas Buddha menunjang sub kegiatan bidang

admistrasi perkantoran Pendidikan yang dimanfaatkan untuk

membayar gaji dan tunjangan bidang Pendidikan sepertii gaji guru

dan dosen, kegiatan peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan

subsidi Pendidikan tinggi agama Buddha menunjang sub kegiatan

bidang Pendidikan tinggi.

Grafts 3.2 Anggaran Per Kegiatan

6,50Yo

t3,gw6
47,97o/o

Li

22,754/o

.Itd]& - ----- t-

8,97o/o

Pendidikan
Bimas

Buddha
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C. Alokasi Anggarafl Pusat dan Derah

Anggaran tahun 2018 dialokasikan untuk satuan kerja pusat dan

daerah. Pengalokasian anggaran dari pusat dibagikan ke pada

satuan kerja tingkat provinsi dan satuan kerja provinsi

mengalokasikan anggaran tersebut ke satuan kerja tingkat

kabupaten atau kota. Alokasi untuk tingkat satuan kerja provinsi

sebagaimana dalam garfis berikut:

Grafis 3.3 Pagu Anggaran pusat dan Daerah

tr Pusat I Daerah

2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Buddha per 31 Desember 2018 adalah Rp 2ss.046.410.26s,- atau

sebesar 90,85% dari total anggaran sebesar Rp zBo.Tzz.13s.000,-.

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

berdasarkan fungsi, kegiatan dan satuan kerja adalah sebagai berikut:

- - ----L- - t -
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Grafis 3.4 Realisasi Berdasar Fungsi

250,ffio,ooo,ooo

2O0,000,0oo,000

150,O0O,000,000

100,000,0m,o0o

50,000,000,m0

o

215,507,031,0O0

194182,911,454
gg,5g%

64,215,104,000

FUNGSI AGAMA

60,963,499,902
94,78%

FUNGSI

PENDIDIKAN

Grsfis 3.5 Realisasi berdasar Kegiatan

PENGELOI.AAN DAN PEMBINAAN URUSAN

AGAMA BUDOHA

DUKUNGAH MANAJEMEN DAN PEI.AKSANAAN

TUGAS TEKNIS LAINNYA

PENGELOI.AAN DAN PENDIDIKAN AGAMA
BUDDHA

PEITTYE LEHGGARAAN ADM I N ISTRAS I

PTRX.AI{TORAN PEH DIDIKAN BIMAS BU DDHA

PENINGKATAN AKsES, MUTU, KESEJAHTERAAN

DAN SUBSIDI PENDIDIKAN T]NGGI AGAMA
BUDDHA

:Ht,o20,933,000

82,r79,718,403 (95,79%)

25,1!r4,171,00O

z+4gg,rgo,3sg {93,21Yo}

63,990,730,000

60,012,662,012 {93

50,OOO,m0,000 100,00o,m0,0m150,000,000,000

.'!
t

dl -d..

- -- -

44

ffi
fi

ad



DIREKTORAT JENDERAL BIMBI NGAN MASYARAKAT BUDDHA

Laporan Kinerja 2018

D. $UMBER DAYA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT BUDDHA

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan

progmm Bimbingan Masyarakat Buddha pada tahun 2018, Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha didukung oleh sumber daya

manusia yang sangat terbatas dibandingkan dengan tugas dan fungsinya.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha bedumlah 231 orang pegawai struktural, dengan

rincian 62 orang pegawai pada satuan kerja pusat dan 169 orang pegawai

pada satuan kerja daerah.

Namun demikian, dengan jumlah sumber daya manusia yang kurang

memadai tersebut pegawai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Buddha tetap bersemangat dan bertinerja baik dalam melaksanakan

tugas dan fungsi menjalankan program bimbingan masyarakat Buddha

tahun 2018 dengan capaian indikator kinerja sebesar 92,620/o atau

dengan kategori baik.

2. Sumber Pendanaan

Dari segi pendanaan, seluruh program bimbingan masyarakat

Buddha bersumber dari Anggaran Pendapatian dan Belanja Negara

(APBN). Tahun 2018 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

mendapat dana dari APBN sebesar Rp. 280.722.135.000,-. Dari dana

tersebut dipergunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan

kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2018.

Dana dari APBN tahun 2018 terserap sebesar Rp.255.046.410.265,- atau

90,85%. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memiliki dua

unit pelaksana teknis (UPT) yaitu STAB Negeri Sriwijaya dan STAB

Negeri Raden Wijaya. Kedua PTKN tersebut berkontribusi tefradap

pendapatan negara berupa setoran penerimaan negara bukan pajak

(PNBP) dari hasil pembayaran biaya studi oleh mahasiwa TAB
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Negeri. Pada tahun 2017 hasil PNBP kedua STAB tersebut sebesar

Rp.342.500.000,-.

Dari rerata indek capaian kinerja 92,62a/o dan serapan anggaran

90,85010 dapat dianggap bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha berkinefla baik, karena capaian kinerja sebanding

dengan serapan anggaran dan terdapat efisiensi dana APBN yang

dikelola oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebesar

9,15% atau Rp.25.675.724.735,-, efisiensi ini didapat dari perjalanan dan

akomodasi kegiatan.

Dengan sumber daya manusia dan anggaran yang ada pada tahun

2018 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha berupaya

mencapai tujuan organisasi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan

dalam renstra. Dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki

baik yang ada pada satuan kerja pusat maupun daerah Ditjen Bimas

Buddha selalu berusaha untuk mencapai yang terbaik dalam mewujudkan

visi dan misi nya.
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PENUTUF

Laporan Kinerja Ditjen Bimas Buddha disusun berdasarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah, dan

Peraturan Menteri Agama Nomor 7OZ Tahun 2016 tentang Pedoman

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Pada Kementerian Agama.

Pelaksanaan program dan anggaran Direktorat Jender:al Bimbingan

Masyarakat Buddha tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan cukup baik

meskipun masih belum optimal. Hal ini terlihat dari Rerata tingkat capaian

kinerja pada tahun 2018 sebesar 92,620/o. Renata capaian kinnerja tahun Z01B

tidak mencapai target 100% tetapi telah masuk dalam kategori baik. lndikator

kinerja dengan realisasi capaian kinerja dengan kategori sangat baik dengan

capaian lebih 100% sebanyak 1 (satu) indikator kinerja yaitu indeks layanan

keagamaan Buddha.

Pada sanan strategis 1 meningkatnya kualitas kehidupan umat Buddha

dengan indikator kinerja indeks keshalihan sosial umat beragama Buddha

target 70o/o dengan realisasi 58,43%. Dengan realisasi 58,43% tersebut

capaian kinerja dari indeks keshalihan sosial umat beragama Buddha sebesar

83,474/o dengan katergori baik. Ketidak tercapaian target IKU karena

kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan survey. Dimana Ditjen Bimas

Buddha tidak dilibatkan dalam survey tersebut sehingga tidak dapat

mengetiahui secara detail apa penyebab ketidak tercapaian tersebut.

Pada sasaran strategis 2 meningkatnya harmonisasi sosial dan

kerukunan intem umat beragama Buddha dengan indikator indeks kerukunan

umat beragama Buddha target 75,90o/o dengan realisasi 70,gOYo. Dengan

realisasi 70,90% tersebut capaian kinerja dari indikator indeks kerukunan

ffi
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umat beragama Buddha Ditjen Bimas Buddha sebesar 93,41Ya dalam

kategori baik.

Pada saffiran strategis 3 meningkatnya kualitas pelayanan

keagamaan dengan dua indikator kinerja utama yaitu; 1 . Persentase

Lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum target 75o/o dengan

realisasi 7O,72ola. Dengan realisasi 70,72o/o tersebut capaian kinerja pada

indikator persentase Lembaga keagamaan Budha yang berbadan hukum

sebesar 94,29Va dalam kategori baik. Pada indikator indeks layanan

keagamaan Buddha target 75% dengan realisasi 75,325o/o. Dengan realisasi

75,325o/a tersebut capaian kinerja pada indikator indeks layanan keagamaan

Buddha sebesar 100,43% dalam kategori sangat baik.

Pada sasaran strategis 4 meningkatan akses layanan Pendidikan

dengan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi Buddha target 0,006

dengan realisasi 0,0055. Dengan realisasi 0.0055 tersebut capaian kinerja

pada indikator angka partisipasi kasar sebesar 91,66% dalam kategori baik.

Dari capaian target kinerja dan realisasi anggaran tersebut dapat

disimpulkan bahwa capaian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha masuk dalam kategori baik. Dari semua sasaran strategis

yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara umum berhasil dicapai

dengan ratia rata baik. Dengan rerata capaian kinerja 92,62a/o dapat

dikatakan bahwa kinerja organisasi Ditjen Bimas Buddha tercapai dengan

baik.
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Dalam rangta rnewuiudkan rnanaiemen pemerintahan yeng efeHif,
fransparan, dan akuntabel, serta berorientssi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dl bawah inl:

Nama : Caliadi
Jabatan : Direkfi.rr Jenderal Blmbrngan Masyarakat Buddha

selanjutnya disebut pihek prtama

PERJAHJIAH KI]IIERJA TAHUN 2OI8

ta

Jal€rta, 23 Januari 201 E

D,

I

setaku atasan langaung pihak perhma, selaniutrya disebut plhak ledua

Pihak pertama berimli alran nmurujudkan target kineria yeng eeharusnye
sesuai larnpiran perianjian ini, dalam rangka meniap* Ergat klrrcrla
iangl€ menengah seperti yang telah Uitetapkan 

'dalam 
dokum6n

perencanaan,

tGberhasilan {".n ke-gagalan pencapaian target kineria tersebut menJadi
tanggung jawab kami.

Nsma
Jabatan

Fihak Kedua,

: Lukman Halrim Saifr.ddln
:.Menteri Agama

Pihak kedua alran melakukan supervisi 1rang diperlulmn sertra akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kineria dari periantian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan Oiladr rdr,g[= penrberian
penghargaan dan sanksi,

I
FtF

Lukman $aifuddin Catradi /



PER.IAHJIAH KIilIER"'A TA}IUN 2O{8

D I REIffO RAT J ET{ D E RAL E IilI B IIIIGAT.I ffi [BYfl IlqKi[T BU D D }IA

1 Meningkatnya kualihs
Itehidupan umat Buddha

lndeks keehalihan smiel umat benagame 70%,

2 Menlngkahya harmonl
soaleldsn kerukunan
lntsrn umat beragama
Buddha

lndelcs lerukunan umat beragama Buddha 75,90%

Prcsentase lembaga keagamaen Buddha yang
berbadan hulrum

71alo
t lUleningkatnya kualltas

pelayanan keagamaan
Buddha lndeke layanan keagamaan Buddha T$a/o

4 lvleningkatnya akses
layanan pandidilran

APK Pendidilen TinggiAgama Buddha 0,000%

Prcgram Dlrcktoret Jsndrral Blmblngan ileryenkat Buddha
Koglatrn

t Pengetolean dan Pembinaan Urusen Agarna Budrlha

2 Dukungan Manalernen den Fahkeanaen Tugns Taknls Lelnnya Bimas
Buddha

3 Pengelolaan dan Pembinsan Psndidllen Agama dan lGagamasn Buddha

4 PenyelenggelEen Admlnlstnasi Perkantoran Pendldikan Eimes Buddha

5 Peninglmtan Akses, Muht, tGsejahtersan dan SubCdl Pendidikan Ttnggi
Agana Buddha

Jurnlah $eluruh

Menterl Agamr tt

I
---_-.-

SaHuddln

Anggenn

Rp 98.471.0I7.00S

Rp 26.635.217,000

Rp 65,467.421.000

u.

Rp

Rp

Rp

132.304.971.000

18.543.449.000

ffi,0/;22,{35.000

23 Januarl Z0t8
Jenderal Blmblngen

Buddhr





t

'a
o
.=q
c,
q)
L

d_
tE

E
I

=r!
0)

6
o(\
=i<
$'F
o
o
Eo
ah

.n

$
tt
L
.:c
-:+g)
tII
E
o
tr
o
l<

id
a.

!

5
co
d.
00

o
N

g
o
J

0l
01
rf
rn
Lrt
,Ji

Ol

N

ap

o
FU
l9d

o
(\

s
F.\o

o
r! trl

t(\ Oa(]
co

o
LN
tn

lrl
m

N
lI)
l-.

oooo
N

t
Id

={d
(5
oEL
t
llJz
=&o
F
s
6
1

=fruod
o-
z
ca{
fi

utrt

E
tg
b0

IE

.E

EIE
(D
E
IE
.U
E
E'
L
o,
o.
L
IE]f
c
,oo
tr
rE
b0
.E
o,.v
cg
L
tu

.E
U
o.
IE
J
Il
'+;
(u

=

E
o
t
16

oo.6
tr
.E

troll
c|[T
|E
EL
IE
!
tr
ru
E
u0
E
IE

.U

E'E5
TE

.g
E
.E
EO
o,
.Y
tr
rE

TT
ru
E
lE
b0
rE
IE
@
lE
4t
E
-c
o
E

IE
uoc
IE

d,
6
tu
I
U
E
bo

IE

tn

a
o
L
t!
T'
EI

J

E
o
El!
o0
.E

E:
J

Eo
rL

g
E

.!

boc
ott
E
alJa
o
c,
E

E
I
tl,

t!
E
L
IE
-o
.E
-v.
.lt
CL
IE
T'
o
E
b0

o
!
.!
E'
.E€
E

a'5

=t-

-g
E5

rs
>rtt
fJfti
IE

IE
EO

.[
J

g
G$
E
E
(u
CL

IE
.v,L'
.o
CL
IE

rE

o

9p
IE
>\
boc
.ELo
.tr
-g
E
=5

t!
.E
bo
EO

-g(u
ti
o
boc
a!

.E

IU
b0
IE

.u
.cI
rE

E
o,

.E

=-v
auJ
h0
-e
-gE'
.!
|E
bo
otl.

-|E
E
=

UU!
to

E
G
tE
c

-El

tu
CL

.EJ
rtt
rL(!
T'
o
E
EO

t!
J
.E,

E
.E
E
G,
UIo
CL

|o

=

tro
E
L;
.E
-v
rE
o.
rE
E
L
(u

E
a0

.E
>r
IE

!

E'EJ
E
Go
E.t
EOt!
6,
.v,

o
E'
G
E
.E
bo
.E

.E
-v
E
E'
o
CLoJ
L
G
E
t{
E
E'
E
lu
o.
ag
boo
E(l,

ls
Ea

.4
E
rE

E
J

!
u0

tO>\
rE

!
E'
E'
6
c(v
.E

|E
DO
lE
(l,
J

L
|!
E
(!
E
G
o0
|E

rE
-v
E
E
oo.o
.Y
troT'

=E
E
o
CL
IE
DO
tlt
tr
(u

o
.E

E
E(u
CL

.g
E

Eo
ee
.E
EO
tr
G

E
rE

o
0,
E
b0
tr
t!
>r
.Azr
oz
a
T'
E
to
G
E
IE
ED
t!

e
u0

-g
E
J

Gc
=no
E
-8
IU
CL

B
tr
o,

ltl!
-co

|ll

Ll!
-ct

-go
o
CL
E
iu

b0
Lt!
.E
.c
E
T'36
Gn
E
(E
EO
IE(,
-v
g
.E

T'
N
E
|Us
|E
tr
rE
ld
E
EI
c
tu
EL
IE
b0
|u
.ct
E
-tr

Jg
E)

.g
'Et
q,
ul
tu

!p
L
IE

IE

!,'tr
J

dI
t,
E
IE
o0
IE
L|[
J
EEc
OJ
o-
5J
=lr
E
-g
E

1!ooY o a\,1q
o

m

o
E
o

LN
O

rD r*q
o

06q CD o-
o

o-}l
=
=s
to
d,r
P
EIz
E
4,o
$
6z

6
UJ

Eo
U
L

5g
E
fi
(9
oE
o-
z
E
r.ai

l/t
ui

:f
I0
d,

€
o

o
d

oo
d

{
L
do
d,
o-

=
d,
t,o
E,
o-

2o
lr1

z
2
E
d,o
a,
o-

E
oF

tllooY

.I,
-cE.E

!

=rofE'o
PA=g Fco
E zHk O..:i{Jtti^' LIJ L
6 tnS J
I :H ZE 2i o
qP r.fr r u)

E 
=F 

2
EE EE 3
H N EE E
E B 5-q E
(no- \fu rn

bo
L
o
>r
C
rn
-crt,
C.E
q,

L
!J
CL

l9
I
0)
)4

at
F
,l,
ts
0)
t/t

L
m
.I,

E
rD
b{I
G,
(u
:4
c
fi,#p
ro
coil
(g

r!
E
.E
uo

E
n

=
=Ec
4.,

CL

rd
E
o
uo
,u

dJ
(EI

o
E

=c
.I,

f
-:d)
0,!l
d
E
fo
bo

g
fit
r5?
trs
Io
F
.Il
u0
L
qJ

o-ur
ltE
-r tl
Ec
J.Aotr
oE
L'IorC
< o,r>o-
u.g
ulE
Hi -Fof{ >(!d c-o
LP'<be E7 bo 0,J

= Cfr
dcc
<0Jroul=E*T=

.-(E
r.,l o tD

ul
lDt>+
-ru t\ (rlZZ<iEi
l-Ez- +)ur=s4ft=V2

.LUr\l

u
7
IJg

P*triE
=Nlll 

-J1
>#
E8t-7
fr1
=4.E-ui<s
E'
IIJv
z
sz
LU
d.

J
!/
E
duo
d,
o-
r{
o-

$
IJ
E,

Za
a.Y
'a
rE

J
'F.
(d

L
0l
E

o,
o(\
f!
e'l



t
cv

'a
-g3#
o.
IElc
E
I

o-
ru
-vo
L
I

=ru
c
E
€
o(\
g
(o

{)
0
E
o
u
sl
$
g)

+
EN
ru
E
o
E
oia\
LJ
CL

!

f
Io
a
ro
oN
a
$
o

orq
N
or
ry
\o
O

-r

oo
(.'i
'fq
tn
fr'!
In
r!

=d,
(9
o
d
.L

5
E
J

o
do
L.E

E

=
E
duo
d,
4

5
.L
F
=o

IE

E!
5

@
e
a!
.E

E.!
bo(!
OJJ
E
|lt
tr
lll

_5

I'E
bo
tr
fil

a!

E
(J
c
U
E
@
tr
IE

v\zr
o
g
!,
EI
=lo
a
E
IE
EOo

=)hco
o-

!

-g
E
J

tr
.E
IE

|!
E
(u

+
E
Q)
CL

.E
E
E
IE
IE

b0
(ua
E
Er!
E
t6
IE

=mt!
E
EO

lE

L
r0
rq
E
.E
bo
N
E,
J
(E
'6
o
la
.E
bo
.E
s,
E
-g
5
-5!
E
=

lE
t!'f
vto
u

t!
b0
IE

E
J

So
E
-o
.E
.Et
!
(U

6
(,
o-
Eo
E
bo
tr
.o
>r
rE

EEf
CO

fE
Fo
aO

E
-v

fo
E
=

au
IE

IE
E
E

-crC
U
ET

a!.c,
g
o
.!
ho
L$
CL

E
Jg
IE
T'
,h
.E

=t/l
.,E

E
boc
.E

.E
E
.E
e
!o
E
e
p
E
=

a!

1C
TIf
c0
cl!
|E
P
IE
EO
IE
lt,
J
L
IU

J
Etg
IU
o-
L
IE
T'
|E

E
|E
Et[

IE
-g

=T'
E
o,
o-
tro
fE
>r
at
J

dJ

.y
E
G

J
tr
l!

J

=!,Lo
CL
tr
|EJ
a!
CLl!E
n
E
h0
tr
IE

v
T'
E
rEtio
uto
CL

-oE
:,

ru
ut

IE
-Y
au
o.
.EE
6,
E
EOc
IE

.E
-v,
E
EI

L
tu
EL{,

J
E
|g
T'
.Y
EE
u
CL
|U
h0
{E
Lo
.E
-g
E
J

ut

G

!p
a!

.Eg
T'
!,
tro
o-og
g
.E
T'
J'p
ttg
q,
CL
.E
b0
.E
tr
lu

IE
.Ec
E
o
CL

!
-g
E5

uto
o
EL
tr
IU
BO
tr
.E
tr'
E
GT

E
o
tr
0,
o.

VT,r
o
|o
-trT'
E
6
|g
E
IE
h0
IU

E
J
u0

-g
E
=

'll
ovt
E
.cI

|u
TI
|E
E
.E
0ar!
tr
a!
.!
(E'

E
EL
IE
.E

E
z
Eo(n

o

.E
E,

G
.E

.E
r./r(o
L
CL
|E
E
IEt-
(E
t,

fil

4'
-ct
!(u
o
o
o.
Eo
E
hD
E|!
G
-ctlu
ro
c,
.E(t
E
.E
boa(u
ld
tr
E
!,
E
@
CL
|!
uo
IE

"trT
E
-{,
.E
.E
E

L
IE
EOc
.g

rE
o-
rg
Ec
cI
E
EO

.E

{r,
th
tA
J

.y
L
a!
to
E
(E
h{,
ro
a,
-x
tr
IE
tt
.E

E
t!
bo
lE
L
IE
J
E
T'
E
{J
o-
E
E.t
E
J
E
E
L
o)
CL
,!
o0
|U
E
(U

.E
tlc

E

tUo
(J
:t

o
o
o

Nq
o

mo
o

4
o No

o
No

Nq
a.lo

mq
f\

d
tri

rr!
q
r\l
o

\oq
N

F.

ri
s
c.I

=J
dl
d
@

c.l
[4{
5l
o
J

cl'r

t'
rn
lrl
,Ji

Ol

ro
c!

co

oN
F
UJ
U
&
F

t\o Cf
Ln
rn

rn
N

O
tn

LN Ln
c{

O
Lr}

o c.l o
rft

O
ffI

N

E
o

t
:zt2
E
s(,
o
&
.L

P
lr.l

E
c4o
F
)t
oz

s
19
o
d,
G
z
$
t

#

E
tr
-g.Jl
rE

(.)
a
L
,o

c
(U

E
o
o
c)
o.
Eo
E
00
tr
.E

l!
!
ICE
J

cn
Coo
Eo
bo(!
qJ

-v

IE
E
.!
E
tll
bI)
o
(E
.Y
EE
Coo.
a!
bo{!
E
E
-gs
.u

E

,,4

lz

=co

lo

c
.!
-o
.E

E
l-o
(u
o-
rE

3
.g
i,
fE

rE

E
!

-g
E
f

#
(u
1'
fU5o
t/t
IE
ul
0,

o-
iE

=(n'a
o
6,

.ct
tU

E,E
o
(,
n
IE
Bu!
Ei!
-trrg

=.gIt
7
L

'6
(u

o
L
CL
L
r!
E,O
c
.E

f
|I,
E'tr
rlj
tr
.U
o-

tz&
tr
oz
co
ut
oE
E
F
E
=

r,1i!
TI
6,
.E
tE
(,
00
E
l!
|!

!
E'o
@
G
E
.E
EO
G
b.o
D6

P
c|!
*rE
E
o
EL

E
IA

E
tEL
bo
o
o.

!
.E
E
f,

fE
J

E
LoE
boc
1!

Lo
tn
o

(t

=o
(u
o-

!
E
E
=

J
I
:J
E
l-o

-o
boc
fE

Itt
B
.g
rg

!
(E

E
L
o

E
o
CL
,t
tU

E

rlt

tr
'fr
(E
lz
E
tlj
f
J
c
G'.y
(,
":lbo

Erc
bo
E
fit

c
c,
vtoE
E
rE

E
f

IE
l{
Itt
]!
ur
(E

E
o-.!
E|!
€o
L

.g
Ett
a!
bo

{,
CL

-g
E
J

o
g
IEt-
flt
.Y

Goc
E
E
(lJ
EL

(tr

#
(E
a
IEE
o
E
EO

rth
(,
EEf
co
G
E
l!
b0(l
IE

.=t,
IE
!
rE

E

-g
E

&
Eo
@

IU
bo
{J
tr
ho
bo

L
lE)
!o
{tJ
CL

rE
co
ut
IE

o
o.
o
.!
J

C,$ll
IE

E
rlJ

o
o.
IE
Bvl'a
IE

!
.!
E

,o

E

tt
nt
IE
Eo
g
IE

d,

tp
a!
>\
o
EItt
o
c
E
IE
EO
IE

Eb
b,0

o

bo
u
CL

ti
:l
IJ
t^
L

=!
-g
E

UJ

v
N

o

m-
6 O

n r\
I
C)

m (n

c)

r!
o

rl
o

Nf!-o
m.!

Lo
E:(

I

r/)
o-

.1d
o-(!
J
o
d

=E,uo
e,
EL

f
{L

o
E,oFg
6
L

;
o
E
E,
(9
oE
o-
F
J
o-F
o
r.

CD

O
$l

$l
c!

E
5
u0

.E

t
E
tro
E,l!
(,
tr
lE
E
E
IE

'Elt
EI
T
b0
E
IE

rE

t,E
J
IE

t!
fil
E
a!
EO
ct
0,g

.t
t,
tl,

G
a0
ag

.E
J
E!,tr
au
o-
IE
bD
|Es
Eg
CL

_g
E
=



5
to
E,

z
&
f

=EA
UJv
z
d

s
E
E
o.

t!
(\l

o()-
o
q
r.,o
f..l
tn

oo
doq
oo
oq
m$

Oo
O-oq
F.$
lJl
t-
lrl

o
f{o
l\

oo
d
e!
co
ro
ry
r..s

o
O
o()q
oo
oi
m

Oo
O

o

or
oN

o
o-
o
tr
+
1:
r!\r

oo
o-oq
o
Ott
rn

oo
o'()q
r.rt
LNq
t.rl

o
U
O-
o
O
to
oir!

ao

o
a\l

J
I

z*
2
oz
IJJ
l!.

s
6
7

J
FoF

(,1
Ot
rri+
o:

@
o'l
r..
m

oo
f-.

adl
r\l

dN

Oo
o-
tJl

t'ri
c)

+
\6

fJ
cp

Oo
d

Oo
O.

oo
d

tha
1,.|

Oo
d

o
o-
o

Oo
d

oo
o'

zoe
o
o_
o

oo
O-

oo
(>-

oo
o-

Io
4

o
O
(f

Oa
a'

o
O
a

-
6

=

2
o

o
O
o

o
o

oo
o-

z
J

O
o_(]

O
O

o
o

oo

r
E
Eg

o
O.
o

oo
d

o
o

o
O
CJ

z
E
z
E

z
Jc

cr
o-
O

o
o

Oo
o

(f
o
ci

.L

d,

o
o_
O

oo
d

O
O
o'

-g
(L
f,
E

(tr
q
r-rl{q
c.'J
m
01
r,r
m

O
O
r--$
rfl
aa,;
N

dr\

(f
a-
O
lJl
a
llt(}
+
ro

z

o
l!
Il

f
o

-ul.EJ
E:6
c-_!
ilI!r
=flltDE.= P
CEc
oJ o, uoo-o-<

LG

E +H
O.,FE'F' 

E 
'6

EP3zmL
-vttrE=(E
bOJ J
E-uolo
AL'=E{ c-Vu3+PE

tr
m

=Pe:o
EL
E-=org
-[-EE qrc
mrol
EFM
=,=.E60= E
cEfilo0JEoa-4<

trrt
IIp

-E.E=

.tiH k*
WrLvcE.)f0r.galo
aUL=6>Ei: sLLLL.(UaJ EJ.=o-<o-co

u.loo
ra

r,s
o.l

r.o+
c,l

.{
o
$

ut

rn

.+
!o

()
o-
Oo
c)
dcf

rji..f

o
O
<l'O
e
lrt
C}

.ri
14

O

r--
r.l
ry
@
r.*q
@
N

O()
o-

oo
o'

4
Z
tJ1

E:l
I

'a
o)'a
{0
J
o
tr

oo
o

'fr
$
5
o.
tE

.i<
o
A
TE
J
o
I

=$'e
o

co

o
N

=l(
(q

tr
o
L

th
E
o
tn

ul,

o
E
o.E
+q
(,)
(E
co
tr
olc
H
U'
o.

oa
o

oo.
r\
r.'l
N.
@
t-.o
cd
l--l

2
{z
oz
trJ
o-
z
a
z

E
ITJ\l
d

o)
o
c!

q
o.t

f,
EO

d.
cO

of\l
m
$o

Ol
cn
+
m

r,i
N.q
Olr\r!

E
oa(,
o
d.(L
F
f
tr
5o
p
E
o
z

suo
oa
I
F
=Gt-
=o

.E
E(,
v,
6J

ho

t!
T
rg

!
E'
EO

.!
ag

E
G
BOoo
-Y

oE
o
E
(E
bo(,
l!
ld

=EL
t,
E
fil
=-os
l9
E

Ec
.o
tn
(E

c,
CLo
tr
lE
a
rE

-ct

U
o
rU
CL
E
a)
E
boc
(E

a!EEE
f
co

(E
$
E(t
h0(t
(tJ

_\l
C
ro
J
ElCc(l,
o.
rU
bo
IE
.o
E
(u

{E

E
J

E
E

.!d
E
E
rq
E
Lo
L
o)
tr
IE
3
l^'6
tE

o
E

!

-g
E

CL
CL
IE

B
i./l'fi
o
qJ

-o
o
E
L
(J

c
OJ
EL
rG

!
vr'6
a!

-trIt
E
E
.O

E
=

fr
o,
o
CL
Ert
oo

lE
e
fP
t!
E
o
L
o
CL
tn
Lq-
L
o
tr
troooE

!s
L

fit

'fr
(l)
P
o,
E
E
o
ld
C
GL

E
ho

E
BD
L
IE
h
g
(Uq
otl

!
.E
E

.G
.E

Eo
L.y
a!
(U

boc
fo
>r
bn
h6c

(!
5
!-5
E0(u
CL

Eo
CL

IE

E3

fP

E
L
o,
-o
bo
E|!
Lo
to
E'
tr
|E:
0,
Lo
o-

!
rq
L
L

:,ti
J

E
U

-o
bo

o
(o

=J4
vt
fE

!
m
E

rE:o
tra
o-
&
.E
E

(!

tr
vl
fi,J
h.
.!-
l
ta
c
lt

ItP
rE
J
bo
L

E
oo

rE

co
t/,o1f
t
rD

E
:,

.!
l(
a!
L
.E

ut'
a!
E
c
.gEg
.E
bo

.U
o-

!
tr
E
=

[,
Jo
IE

J
tr
IU
IE
L5
0,
CL
L
Gi
{E
EL
(E
E
o
tr
o0

ID

|!

E
T'
=ro
o
E
G
EO
.E
ru
3
UT

Eo
!
IU

E
!

-g
E

{u

tr
tr
bo
bo
E'J'

rE

E

ts
0,
o,
|E
L

o
IA

E
7)oo
L(g

Gl
-o(!
E
o
L
(u
CL
ct
B
IA

"ul
rl,

ro
E
E(tl
Ea

16
.E

'E
o

.E
IE
tt
EO

t!
>r
.!
EE'
0o
|E

tE
b0
tE

E
L

L
E
e
too
o-
IA

Ur

:
o
E

(!

F

u.lo
o
:<

olq
No GIo

trl

nio

m

Gi(}

!t.:
rt(]

afl

6io

\o

a{o

It

N

6
cio

0t

at
o

or'i
N
c)

c't
c!
o

c9c!
r!
o



.+
t

Or

o
c{
L
lE
f
-oqJ
LL

r.l
tur
rE

N
O
ro
co
$:)
11 (Ir

il,

I
I

OZo<
N*

e5rcD
cn u.tNrl
eizN<

Cf
Cr

-VE-S
r{ o.
q
\o
Lf)
rrjcl

o

C
F

o
r.i
\o

N
m

r.i
N

J

lio
F

O
o

fJ
co

c
C

c

O
d

z
vl0
v'l

C
c
L

)
)
,

O

O
co

zo c
c

)

)

s2sf.t:
tal

fr

e
d)z
IL

c

|-

d
(^

)
)

:
i
I

I

B6
TA.zu

Z
c

C

L

C I

E
Ei
o

-
g
E J

(
c

)

I

(f,
o

EI

C
C

O
O z

5 c
c

)
)

)

O
O
O.

2
E

c

f

c
c
c )

)

Ocl
(\I
n
g)
$
oo
c,i
N

rg
6-:]
c,

Cro
qr S-.t e
# g# E
i -o$ rE'dlF t! u!l! (g
l! qr!- bolV-_€'

FJEM
dIJ-L

cLal/rF

(g

i+
c
F

3Hn9

z
UJ

E
l<

I

'ff
$

'E
r0

@tr

'6
lu
5
tr
tT

l(
{,
A
r!:.
0,
L

I

=IE'e
$

co

ofil
r[

OJ

?
Eo
o
q
$
tr
tn

ld
E
trD(!
tr
(D
tr
o)

J\
i;
.s
!

o

C!

c!
C.l





o
c{o\t
Fo
H

I

?
cr'r

o:
g
{n
(I,
l{o

E
o

F

o.4aFF\oocFch<)Orfdr
fi.ioq-imorlo('tm(hro
doo'-aiNG AI<) .f, 6
or t-- J

(>(n*d
OcraFo
c).nero

f\66O
dm(')m
dri-od(,1 a{ (o
Hfi 6riri ir{ r\t

o3\am(5F.d(N
odtntD
doo*o!.iFlf\mfi\lrn(ho
-i oi " r.'i6r{ {O60 (o
m'o- ffi-@6

SESHq. \ I! ..,r-
6OU!Nro I\ F. orMN(EN
drm
r\+ Nmd a{
doo' d
F{t

Orramctr/tdF+o6F!t
ru- n- o) o'6l\F.t\f\l€asul
+oo'-ri
r.rt 6 6r\I() H
co iD o{

I(3
r/i
d

F,ir'l
rr-
oaN

6o
dr-
co
ut
or-\r
d
6
rl
N

a
Ch
og

E

6
O!o"
B(I,
(\-
ti

6t

o
c
o

F-

'6

(,
J

&
lE

.6
=J

E
-o
(/l

(g
(Il

{E
lt
{u
IE

E
o
E

gr
c
G
tE&

'6
I(s
r,i(l,
.L

(E
cn
C.t
o
ov

c
IE

,E
cll
tu
t4
.9g
(I,

o't
ov

IE
L
E
tu

EO

.a
o

o(fSRo
oo
o

o)R6q
o

oa o>P
5
a

oo *bq
o

oo o(fNRo
oo
o

o o
bo
Ci

o

o*o6
o

oo (}aoq
o

oo o>€bq
<)

oo
E)q

oo oou?o
oq
o

o o sq
o

()

o

o

*o
o

*bq

>R
6
o

o

o(f

ao

ooo oo ooo ooo
do\
r.oo
F{

oo88
ddooto- Ft
*Eo
FIOoi. s-
r-t r'{

oI
,o'o
co.
rf
HoI

oI
d6

I
oe,

ot:
ooIr
!deA

<)>€

q
<)

o<] o}Rbo
o

oo ()q
o

oo oos(>
q
o

o o *o
o

o

oso
ci

oo *6q
o

oo *
E]a(f

oo aoq
o

oo o o c,<Gq
o

d

oaoo
o

o(f AFoq
o

oo O}R6eo

oo oIoq
o

o() o o )R

o
d

<,

oo^(fooxoooooq
8-8.I
rll6e,

OC\rAcOoHdFoooH66
oo' oo- 0c oi.r}6!f,F.
omcool
riri-oiF. cO t{lut -{ 'rlc., f!

ooEo
oq()

o o a;<>ooaFo
-o_ o- Q _Q_

oo!,loOO6()t+6to
mNds6ilH

oodQo
oq(,

o
8.
oo
aY)\
tF\
en

^,d
t(}
rn\
G
q.
t\l

6(o
oO
tit\q.
ffrn

06 F.
ooaF('l
oo@or
ri.iq.iromfo
drmdrd
-iri-odNF. $r{ ljt t'l
ChF- df.l CC

ot\^oooral(o
O(ftiO!
F-' ,€' d) d
mlnF{Co
oOSOr{
rj!o--.j
h-8_ &
6rld
r{d

8 F trRod6co
Nmv6F.r!+u)(odd)cx,
ri d *.i
r.O H fifia'l H
,ft (f m6n

OF{Adr
of\d<l\
oc!+F.
NSrrtN
N+Jfi
c}rn('rt\dil-c.iG+ .l
F{fi E

dFj nirrtN

oF\aoand(+omNro
mdu!r-{rflFlNNro t\ bo (h
dd"oi6N l'{6_ cO- oo-
\t a{ F{dJ

I
<?"
t\
LOt
m-
6rI
ntrf

ttfi
co
nro
foc
ryfilm
d

Fr{\
f!
or

ntt.1
dtn
f'*
i*'
F.

ci
d

EEEE
dd.!dOo6oondrul
fGt6r# f\60
('i oi

ooaoOOrd\F{OF.{6cO
ddttr!oiorulo{lGOdrr4
N6r<t (', sfn,ry
N r'.

() o 
^o88$8ri ri r\ <ri6rn6FFrrGd

F.- oo' - oidci on- 6- t.
o('rH

I + trH()d:4.{+
Fl a.] s! (h
Or.4@4coococo
F-' oo- - oisf,moq $_ ,.o-
*o mOol H

ooFo8R#goi d u'! +*H{O+rAdcoa66
did-E'
ro. rf- r{
dd

Iq.
o
+
f\Iro
{l
m
.f}

6
.Yt
oL
to
rY)
oi
@
F*
6q

rl

fi
or
ot

E

rYro
(}-
ur
m
""too
+
H

U

ii34+
-!4to
9EHg
CLE(L6

EB
-11 E
EdHu
O-l,,Lvi

U

6g
-!4iuEssft
lEo-6

Has<7
:l-=
Hstrffo-oao-6

u
EE
E6
BHfi
Ed-6

f
L'
o-

{
J

UE

u
Fzr!
tr&

is<=
=(n6E'
Z.-
HA<
ZfO
<tr=)
O:)co

4(9z)
<F<ozZa
z<=i
ud4^>e<5u<.Ji!
?9rc,az4z4sdtEto-F6

z
$z
:f,
\d
:)o

=z4<(,
Zz.dr<
E=
HQq
z=a{ft:Oo-ao

Z@{*
fis:E2
EEE*d=tq-<+>Y4A
UUUUJ
L<O-O-Etr

L-L3 E3q
UrIE$
F=*Eq:* < I G3Hgs9
d-qf=6<.:<6F

1

F

F
(fz4
d
$

oz a{ fO q

F{

iG-

z
Fg
ro
LIJV
w
=ffiI F.l
rJ.l o-{\d,-uJtYo_<{a
Zco
sH
LU-

ra

fr2ui<
-J
EA
E,
z
d.
o
L
J

=o
-{s6Er\qJ=

z.E
L!F>gU+!l<

=*<>.-'r {,
=4AE2z-<
4Z(9E
s=
=.ou4z
= 

IJJ

Zr<x
d. ..
IJI H
L

-4-fino
z.u
ljl L/l!zurffi

wluz
oo

=\z5rl
f
o_
III
E.
?Z-
r<{g#e*
l--ua
2Z
'- Ul

Eed
HHZZ.
lJ.l U.,s1 L
at) I<tlo

.!
to

as|:
@





r{]
o
r{-l
t\o
fl

I

o
(,l
flo:
s6
(l)
.co

q,
:
Er

-
5
E*
fr86_ (\
<E;<
{dii cocoH
6r#b
J7s4
E=
zfi
u.
o
o-
5

E
tn

-4<=
tzA
LJ
ZarJJ l->guJ+v<[
-E
,J, 4<>-
=<a>2z7<(,
<z
LJ (o<=

=Ebqz
=uJzt<x
t!*
F*
-E-fio
=J1Uu.l (,
!Z trJ

@
r{,lh }R

NS
ro- u1
odmdt
co(,r
.f'
rn

Gt !;t8fid{q6Nds
trr(o
e\{.
t-

ssr/t th
di 01

s8
6

F-
na

8trtDnn'-'id t^.@r0
ri
(O
ri

u/r ao l,<ch6
<,:o!ao ot\fs
(o
l/l
r.I'
d

ss00 <>dqf-mo(E
o
d.

s aNoar(GiS+m
rn-Qd
OorOt6rr!
o\o6 a-.1o}' .tO) -+

ooae8SSri J u^!+omq.ryo.
66
fio
oo_ F-
Fld

6aHetsao6
.f- o)
oo Itl

I
d#

E

oo oaoq
o

o>Rbq
o

o o}Rbq
o

oO)€o
6ao

oo (}*o<l
OO o}R6q

o

o)ab
o

o o
oq
(>

oo *o(D
cj

cT

(> oxoq
o

oo o}Pbq
o oooo

o oI
<)q
o

<) o}P
b
6

o oaoq
o

o o6
o

oo oNaq
o

(}o o>P6q
o

o
f,

oo o o oo88-(>oootO (>
do
@rt"
d

oo oo oo o oo (} o o (} o

o o)Rbq
a

oo o6q
<)

o() o>e
U)

o

o<) o>€

q
o o>P6q

o

o o}Pbco
o)frbq

o

c> o}Rbq
oo ()E

q
o

o o>Pbq
o

o oIoq
o

o oaoq
o o>p

EJ

o

o Ioq
o

o a)Rb
c?
o

oo oa
G

o

o(> o*o<l
o

(f o}P6q
o

o
F
e
T
3

oo os()
q

o o}Pbq()

o (}Ioq
o

oo oIo
<?
o

ooueo
oeo

oo oa
q
o

OQ >R6q
o

o oaIq
oodRo

oo
CJ

{
=

.n:=F
dJ(6
oo- n -t(oL2ffi
oc{4OF\ll
d-oi(\l 6(rl art

oo o*(>q
o

8Fo6dq
d ottor drs-
H

l'.(-{
t\

6+F-lK
a..t F
F*- u'!
r{Ct\ ttr

€

(> :p6q
o

8F(\ !t
^i\NOor dt
rr{

8S8ro6t
'/i A ri.n&iloa}l
F.

I F8o6()
trl r: EoqE*
s\t

88tr8(>dfto
ddrcdiogrn<,OHTOE.jri-ri\fs

ss
dhs- u}
t6o! rn
E
rO
rA
ao'
m

co
c'!
F,
r{

F{ }i(006
ftl o!
F\ (n

c'{
lo.

flstO t'lo'{tr{dtO Ors-+-
(n

dao!
6d<d
rJNcO
Fi q F-'
s6(r.l
Fcodt
FJ-Fi
N@
€.d
d

(of+
d, cl( iofi-{rO
Fi .l F--Ort:FIFOr€
ni-jOm
-1 H
n

@ 
^{\e5R

-i dI *-torco
96G
d-oi
dlr}
a.d

d i=orGAKMOroGr(o-!o
rl6F.fiot(O
6S6J
ri

F..
Frq
@€
ry

HFmob
oi .-!
o) ots(}l
n
ry
d

HF
dEO
6- f\
tf f{
dG

orf,
rr'

t-. God<.flN
.n'.Q
4orr6.i"
<n
6.
6
Fl

€:t+65dOt-Or
doqdodcost g. "tor 6l
c- {if
t

ro1=+
f{ dt( s
<n c.J O
cri r! ru'Eoomth(tt
ol--j(fH
r\6
o'**

Baisf,maFst(osl
"j o) \r:dt+^lmEbm
Flo@nqm

oa*d(oaFm
.nnrf
F.qJrn m a*l
\egoLf{ drE+TN
Fij

BS.n (.r
diq
r{ r/tfl 'O

na

oNAo\f#ol\m
ddiflto(h6rlcO16
6@NM
d. dr-
F't,

co6
t*,

N:;€ ct<r.{ 6
do)OOr\o r\

$

l\:=mgleF+
artNf
oiqutOr o t)
+- s9- dl
60@*
+

E
Er
c

Hcs
=2f, Ei .u!(,=)i,,<<'rE!!o- cE cL i/i

U
#s
_< z.!.4 s

3HE
CELV'

H
E+!2il
3H6
E(L6

U

Eg
!2fi
dHsd cL i/i

U

6s<,!2ft
d$fi
EO-ui

u
i;.<{5!!fr
dHffeELui

H

E+14tr
dHfi
EEL6

u
i;s<=
!1 fi
dH6
EO-vi

U

E+
14E
dEff
CaLui

F

d

6

={

t,
O 6o

l-
c
CD

O'o
=
E,

oz d rl \o N

t
|I'
1-
o(]-;5o
f,
o_
LlJEz.z
(rs
- ra*
v, L)
?z
- 

IJ-Iq, cnfrd.
HHZZ.tr,l LusZ L
rIJ 1<!ro

ffi

6F

5
x

.e.

a
.9
tg

el
l[
i

E
*s4

E

s
E

ilo
t;
E

$

izo

N m o Ot



o6:1}N(, lr* d( crorf,6u)
of{110.4nrltS
codraa€
arlJ df.a Oilno--t 6
ro t^

BSrs ro
o-hctr c
rJ1 dr
6
fi_
6

hs166
<rr- q
s_E
!4l
atlu!
(n

o N Ad()dfid
Od\ttO
8SH8rrt cO (,r r+
;iot-o'E8 E
dd
F,J

o tt:=ro88HBd ru'o! r:O,EI\T\\ot\ooor
6fi r{O f\a {O06 <t
ddi

3Froo
*' o-1(rm
rt' G
too
rt-

o.rr a]\O6fiFl(}t\rn1h
u-dQdd.'l6rrt<'rN{or{
dN Go r4 rrlslF- F-
ro6

o d l=6(}rr6+
Orl@r/!
doioQo-aOartHF\r\dro
nid-r.il T'r NdL 

^L 
Ft

f{ a!

O F{ At'Icla{dr\OO.ri(
ddr+NriF{d}d
F-'Fi - dao or (h
-!. dt H
sc+

88f;'8OGONFI
ddi.-{du)flo6st .\t o nL
60 rncOFl h
r*- ut a{
ct c{

OF.GmoGritrr\OHrn€
d ti n'l o-r{ .r1 Fi 1".dL tO- 90- |s-
6(D - 6r{ (lr r{
G'nl

gra
f{ aFOrl
or- \fico(h (n
c'irnH
f.i

offlGNo6iFsOt!.Crn|
d c6- '-! r--t\F++D(O(hd1N
ftiri*oiso mO(ar @
dd

oolR
oo
o

o oo8
oq
o

o crolPo
6o
(f

ooJEo
oao

ood?o
oq
o

oo )Rooq
o

oclEo
qo

oo EOo
CJ

ooSlo
o()
ci

oos
o
d

o ooso
o
o

ooso
q
o

ooBo
(,
tr;

oodQo
oq
o

ood?o
oq
o

oo8
oo
o

o ocrdR()
oq
o

(>o 3eooq
o

oo6o
q
o

ooso
q
o

ooU?o
oq
o

ooSRo
oo
o

ootQo
oq
o

ootgo
oc!
<)

oos ()o
o

() oodeo
oq
o

oc) oo o oo o oo o oo o oo o oo oo o oo o o o oo (} (f,o o oo o

o(}dQo
oq
e

oouRo
oq
o

o'H' oodlo
oq
o

oou?oIo
ooN?o

oq
o

oo3?o
C)o
o

oo*
oo
o

o oou?o
6(f,
o

ooEo
q
o

oodQo
oq
o

oou?o
oq
o

oodRo
oo
c,

oo*
(}
Ci

o o()*
oq
o

o ooSo
q
o

oo utooq(}

ooso
q
o

<>oso
o
o

ooBo
ao

oo )Pobo
o

ooso
q
o

cl(}6o
o
CJ

o*
L'q
o

o oodeo
ot)
<:

ooto
q
o

oo8
oo
d

o ()oEo
q
o

ooSto
oo
d

oo*o
bo
c;

ooso
q(}

o('Eo
(f
o

ooJlo()
o
o

ooEo
q
o

oo8
oq
o

C} ()ot
t)q(}

o ooJl()
o(}
ci

()O)€o
66
o

oodqo
o()
ci

88S8ocr60
d<id!dOdre.{ortr6io8e-.1

88F8oom6
dd-ld
ONNUI
O 6 tr Fl
d!o--ri
{-m

.)olF
oq
o

o o\olFtr8N5R
drtquiotrfcm\fr,1Or(}r
uid-10 r.o
Fl F{

<)ouRo
C}q
€)

oodRo
I
o

88Fo(}0d
ddq888
ddc
$l c\|

Egsooooo-do
fi-B_8+ss

oouQooo
c;

ooEo
q
o

oosc)
6
c,

88S8(}OcO(f,
cidr!d6ooOhfiahN
rj F"' -c{ r{

88F8OE@.+
d Fi o-1 f.r-vlsm6f'- F{ 6! .n
r.i <i * Fi$rt

EHfr'H
iili\qrr.|.!r\lr4}.n
n{r\lgra
1ll- d - co-drtro
o- or-
t\a -l

88S8osmc\a
dd$n-
tl*\o@oI\61{
Fi r'i - rr'r\ co drro_ sI
hl a.{

offt+l\
SFHH
-idccdtOOrciFtOt\6GO
did*dimr{ frqq .a
fim

ooaoo(nitrdoturl^Fa-dr\is'ooaoryul(^ro
o-a--o-O+ rAFt €q. hr
rf .fi

EtsH
ONFI*.
u- co- r! r.i+fl6ira6cht
oi tri - m-.{ (\a ttro- or
l-,1 Ft

o 6 #n885H!o-ri+d83H$
o- rri - m-olt* Eq.t
c't nr

o 6 4r6
c>rrr#1Do(,roo
ro= ro* ol oir\EF.Ol\o('rF
idi-odt-O 6.1 f.f
rrr ffl

Ort*@
EFISF
si: {d tQ uinlF-or+I\t-oiOr
NE 6Fto drtt

EHSFri r.,t'qor or c!(o-€-Q
ro ro rt-or( -t\- \
Fl r{

oo60o6#N<){lioE
m-oo=9d!t o ui rfiarl1,lh6
uid-d€drOrnljl
.i.i

c, + l=Eo(6EFrOt\EN
d; Fj n'! riI\.F60rClEldtt
dai-dI\. n(oo
'{-.i

o(,)itHOcolt(dQfi6@
o- oo- o! drI,rood)
n E (tr lll
rq'ant - 6-
"l Ot F{6t\j.{.

O l\ aF {frO(\TEFOFlrbo
drriou-.,'tHOB
t.,lilc)
BF*8q.q t-r
1,l rn

o 6:+NOl\d(GioG66
r\i Eo* { dil.* m O rrtn-m-99ry
OF M
rllt (O
ar. -t r\
mo

o'oGso 6 dt< ttr(fror\ld
oo* oo- r! oio\o.qmH66dsffi-s('rF.H
c\i r'i

ortfrocrocF(h
OCNN()
d oo'ol uicOrOOrHrl@(o@
606NN Oo- trr F,
l*- rO

O G 
'F+ESHB

6€s!N
E('t6rF.
NF\6!\
NN N
F{ .fi (Oulq, $to {g

ooaoo*66(f,00+d
d to' ut o-$r'todt('laO6
EO6rBth 6(lffi m
c{ F{

() \t 6(.o8h5+
N m'u'! ra'
AI6+F-
6odl d

3'8 - s*osnii

6:=
ttF
.') F{

m- .-{
It, dt
EF
Ol
ri
t1t'

NFNM
Jd]orG\o E6
No6

ffi

F
()dalcl
o(-{d<N
OFMN
66i.t6
r!616r\
*NOod

s I -*
r$_ o,L H
r{d

ooG(>o(oiFf\loulDt
.iritQn-HHa{gr-t\e9m-06 0oo dqol .\
Fl

o fi 6r\
8$ffS
m-oiQm-rtulmaOal t3 rat d$s-B6 ..fr rr}

o61*oo+il<!Oor.o(om
d o- d! oiFrF\handrt\6F{
160+ .r1

or.o.a!t(> f*l it( l<oo60
d oo'--! ri('rO-toO
tt i{' (,r o
NN
€6 l"-dlco t
.rf rt

H
E1
!4ft
#H6EA.6

Eg!3fi
#HfiEIu

U

ET
13fi
*HEU,L'A

EB!4to
dHfi
ffr)-6

E$clfi
dEfi
Ea & i/i

U

ES
=z-'glu

Ef;HucLEaLaa

EE14fi
dHf
Eo,-6

u

Eg
r.r ft
sHs€ o- i/i

U

as<tir4fi
dfi#

H
E*}4ft
tsHfi
EO-6

EB
14tr
#HErE (L i^

U

i;S<i!eE
EHE
EO-6

d

fis<i
-raft
E#HSo-Eeiri

H
!t
d

rr 6 (}
GI

N
d s

H o
^a

e{r\

rl
rrt
6rrl
r\o
rY

o
gr
-lo
;;
G
o
i4o

tt

a
I

Crt
d

dnl



O -l -'= (h66Xd
OF.rtnl
ni ni d sr-(Dr{f{€
trD6i6
@tFltO 6Ort n
FJd

o.rl +F\otndr+om6rD
Hdr-!F.dGo<l++tn(h
d*i-cdsto t\66N
c,i o;

oo50O rtl ar( F.oof{5
h-.jF:6*Ha6roONdrF-
N6ffO( rn(6rn N++

f,F't-{
F-' o!
t\mn ctr
Hs
f{
fflt

o
6
n

oclGooo?t<oOOdro
o-otFoi
ou1 r.olfF+NN
66-O
C{ .n OtN-{

o ft G(oOOdFCTQ6Orn
doa-l\-irtrroN6rnGlon
ri to- - o-f{ ro rndr-.\ 4dot r{Nil

o rr:*rno -l at( c6(}mi\rO
F\mu!mul .Yl rrt r{
FIC}OFI
oo o
06 drqq +60

8 H SROAtOt
d6il\F:+F-ff@dTH(oF
$B-H
SrO F{

o*lodrr{ r{l
*- o!('l rOro ('r
t{.1
ol

6
s HS(rr rD

d.q
H(!
dr g,

Ic{
t'i

odra6o(otfi(fco@d
q-SoQd
|\-. crl dl (p(,rcoaoo
qi oo'- d6N *
o_ €, fit
ild

EF
ifi {.
d\
GIHqeu
r'{
ro-
Fl

o80
oo
o

ooto
oo
ci

oct>P 5qo
ooP

bq
o

(> OOIP<)
bo
ci

oo )Rob6
ci

oot(}
q
o

ooso
o()

o(}de(}
o(t
ci

oo6o
q
t]

()oEEo
oo
ci

"$' OE
q
o

o oolPo
6o
ci

oo*
oo
o

() ooSqo
(f,o
c;

oC)Eo
(J
o

oadQo
oo
o

o,odRC,
oq(}

(}otto
I
o

ooJRo
o<l
o

ooueo
aq
o

oo*
(f,
6
o

o oou?o
Gq
o

crodeo(}o
o

ooEo
q
o

o()dRo
8
o

oo o oo (} oo (} o<) o oo <) (f,() o88 8
dd o'o() o
N6F
di d \o-
o til v)
rt .f)

oo o o(f oo o oo o oo o QO O oo o

oodRra
oq
o

ooB
q
o

o o()d?o
clq
o

oodQo
oq
o

oo8
oq
o

oodeo
oq
o

o()Seooo
o

oodRo
oo
o

oolqo
oq
o

ooueo
oo
o

oo*
oq
o

o oo*()
bo
o

ootRo
o
d
o

oo*o
q()

o<'Eo
q
o

oo*oI
tr;

ooSo
qo

ooIRo()
6
ci

U?Ooq
o

oolPo
6c!
o

oo)Ro
6o
o

oo*
oq
o

() oo*
ao

o croEo
qo

oodPo
oo
ci

oEo
o
o

--H' o(>)Ro
bq
o

oo*
6(:'
(}

OolPo
b6
ci

ooSo
qo

ooto
q
o

ooEo
q
o

oofo Io
o(]Eo

q
o

oodgo
oq
o

ooBo
o
o

orPo
bq
o

ooso
o
c;

oo^o60xaoE883o-o-oroto=

88Sooo6
ddq888
n- 6- d-
mm-

ooaooo#ooooo
ddocd(}oGi6
Ol.\6m
ddi*urtHd

ooEo
oo
o

ooueo
6q
c)

I I S8<f(}CrOddqdor+.rr
llin.flfr
r.iFj*+
6N

88S8oo6()
ddo!d6Odrr"tutrl(D
,n fft

oauqo
oq
o

ooao
SBHR
<i nl' rC FiOf\aNt\lJI C\r irr r$
.id*rirl#r.r f\

88F8ooNo
dd--{o-od6l\ooo(n
ui e.i - ru*r{fg

ooiloooa!<oooHo
dritCodrD6(,tO
m+drFl
fv' N'-
ar1 fi

88F8oo66
ddEdooc6.Yl (\1 6r d
d !o'*ttrf

oodeo
oq
o

EfrflRuivi4! sir{Or*r{nlrOdrulefr-8
Fnd
di di

(>o-+\t
sSKS
ao- oo'cC oi(rr ol f'l 0lor\osN
dili-ni6N d
Flo- .{
hl a't

8tsFhQmd<t
ro- N 'l o-l\Esjj<tmthJ
di-uiFIO a6ah
ni ri-

o rt 146odlF6oq6l^
oro-6rf or E rrrom&o
rioi*u'rn ro {oFt r{
f.{- Fi

o o:=o88tr8
d od -1 r.i
O6mrt
NC6N
dN 6
dd 6

ona6o6xdQaOstd
n- n*i F- r.ircocrotoosru
oi^i-tj6N Gqdr F*
EO F\

o rn +qOcrfi(hO rr, F, rO
oidqoo'HOtoa{r*Oois
rid-oi6+or or
ct na

I I f;'ROCBHO
.o= t- h nimn66+na(,rnt
siui-o-oro Huln

(}rqat6
o$anoh6fl
ri a- lr *'r6rir\l/t0drrd
d.i-dtor rA
--t co* Fr
tn1

om.=F.8R*ft
oo' of .q co-
Fadogt
drvtotfisH"8
{_ d!. d
r\C{

oF.I:=6Ot*&olOOmc
dq:^!do{omNS{Ocin
si t-J * *-OTt\| FIt rl_
..i.j

ottr.^d88S8
x-oitl J0o (Jl r\r dt@N6m
ui^i-s;trt o
ary d
F{ r{

ooJPo6()
G;

o 6 aFt{oa{#NOOHG
Fi F.: !q dr;EFI 6(f}r{orsm
mG-_mrO {h rOFt Eo* .fi
dr e{

l\Gsd<ro \t
s- u'!
EEt\ h*
Nr-
o-.n

bsF. tf
E- t4
d"{
na ('t

(h
t_

o 6 *rt6.flF(OOod6!
Fi.t- q t..iJ@t,rnthHttlB
$R *$
FtO d.j.i

8Soo(}da88
(o- rl

F\AH.x
F.. o
ui r!
.Yl \i(Edt
(\t
rO
a'
d

qo=G
clHdiahOOi{s'
di .ri f\ +to{-cl\o(,rto+
0Boood }\
\!t s
rri rr'}

8fiF'H
oilH6niF-'q+
DJfrM+- oI tD u!.
06-@
rrdi d
f{ rl r{

o co G6tO.-{fi6c)NOr{
d Fi o! Ar'\O (D .Y) F,oo66
!o'd-dtt r.t r1tdt o- .ft
66

O r{ ad\
o fvr it( (o
OFIEl\
to- x- l'r d@\Ol,rNffi y) oo a$
vrutrO Fl ttGTE '+

sF'l'- C.l
to't\ut r{rtl o
co
c{

3Frf (rt}.-\f\t otd6
t.l6

ooso
eo

EE!4fr
#H6
E'L6

Eg
14fi
BHSc( [ i/i

U
l;<<5cril
#Hscdai

Eg
ItE
EH$
Edin

H
Eg!!ft
BHSEO-Ui

U

;as
-leff
EEHSo- d 6- iri

u

E€
-!2ft
ESHg
aLdEi

EB
148
dHE
tr(La6

EEcrtu
dH6
E.Lih

EEytiil

#Hs
E[6

Egclft
#HEEru

Eg
!!E
EH6
G aL i/i

EH
SHfiEOui

ao
f{
F{e.
6

ta'l
E:)
2
F

ts R
(,z
f
!-
J
U
6 fi N

N

B
nl +

a.r
(l}
f{

r..
a,t

6r.t N
o

s)o
Y]
t'.o
ftt

t

o
I

O.t
FJo
T
L
6
tp
llo

\t
d1

o
T

6rc aq fi
m

n



(\
r+o
l.ft
F-o
fil
F{

o
Io

7to

;
a
ID
llo

rt
$

ro
I

I

n




